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ABSTRAK 
 

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan aspek fundamental 

dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kampung karena berpengaruh 

langsung terhadap stabilitas sosial, keamanan lingkungan, serta keberlangsungan 

pembangunan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa atau kampung, 

kepala kampung memiliki kedudukan strategis sebagai pemimpin yang 

bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan 

harmonis. Berbagai permasalahan sosial seperti perselisihan antarwarga, 

pelanggaran norma sosial, dan gangguan keamanan lingkungan memerlukan 

peran aktif kepala kampung dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta 

penyelesaian konflik secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peran kepala kampung dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih siyasah. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Srisawahan, Kecamatan Punggur, 

Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 

dan pendekatan deduktif. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, 

observasi, dan dokumentasi yang melibatkan kepala kampung, perangkat 

kampung, tokoh masyarakat, serta warga setempat sebagai informan penelitian. 

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis melalui proses reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dikaitkan dengan konsep-

konsep kepemimpinan dan pemerintahan dalam fikih siyasah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala kampung memiliki peran 

yang signifikan dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat 

melalui pendekatan preventif, represif, dan persuasif. Bentuk peran tersebut 

diwujudkan melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, mediasi dan 

penyelesaian konflik sosial, penegakan peraturan kampung, peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, serta koordinasi 

dengan aparat keamanan dan lembaga kemasyarakatan. Upaya-upaya tersebut 

terbukti mampu mendukung terciptanya kondisi sosial yang lebih kondusif dan 

memperkuat hubungan harmonis antarwarga. Dalam perspektif fikih siyasah, 

peran kepala kampung tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan 

Islam yang menekankan nilai keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maslahah), 

amanah, serta tanggung jawab pemimpin dalam mewujudkan kesejahteraan dan 

ketertiban masyarakat. Dengan demikian, kepala kampung tidak hanya 

menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga menjalankan fungsi 

kepemimpinan yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga ketertiban dan 

kemaslahatan umum. 

Kata Kunci: kepala kampung, ketenteraman masyarakat, ketertiban masyarakat, 

kepemimpinan, fikih siyasah. 

  



 
 

vii 

 

 

  



 
 

viii 
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“Kepemimpinan dibentuk untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi 

kemaslahatan manusia." 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu 

unsur penting dalam mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, aman, 

dan sejahtera. Kondisi masyarakat yang tertib dan tenteram menjadi 

prasyarat utama bagi berlangsungnya pembangunan nasional, karena 

stabilitas sosial akan mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi 

aktivitas ekonomi, pendidikan, keagamaan, maupun kehidupan 

bermasyarakat secara umum. Sebaliknya, berbagai bentuk konflik sosial, 

pelanggaran norma, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat 

menghambat proses pembangunan dan mengganggu persatuan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dalam negara hukum seperti Indonesia, upaya mewujudkan 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tanggung 

jawab aparat keamanan dan penegak hukum, tetapi juga melibatkan seluruh 

elemen pemerintahan, termasuk pemerintah desa atau kampung sebagai unit 

pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah kampung 

memiliki posisi strategis karena berinteraksi secara langsung dengan warga 

serta memahami kondisi sosial, budaya, dan berbagai persoalan yang 

berkembang di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah 

kampung sangat penting dalam melakukan pembinaan masyarakat guna 

mencegah terjadinya konflik sosial, menjaga keamanan lingkungan, serta 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 

Secara yuridis, peran tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa kepala desa 

memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. Pembinaan kemasyarakatan mencakup berbagai 
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upaya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, 

tertib, dan harmonis. Dengan demikian, kepala kampung tidak hanya 

berfungsi sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin 

sosial yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas dan ketertiban 

masyarakat di wilayahnya. 

Dalam perspektif Fikih Siyasah, kepemimpinan merupakan amanah 

yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Seorang 

pemimpin dituntut untuk menegakkan keadilan, menjaga keamanan, serta 

mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. 

Konsep kepemimpinan dalam Islam menempatkan pemimpin sebagai 

khalifah yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam 

mengelola kehidupan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana firman Allah 

Swt. dalam QS. Shad ayat 26: 

دَاوۥُدُُ كَُ إِنَّا يََٰ
 عَن فيَضُِلَّكَُ ٱلۡهَوَىَُٰ تتََّبعُِِ وَلَُ بٱِلۡحَق ُِ ٱلنَّاسُِ بيَۡنَُ فٱَحۡكُم ٱلۡۡرَۡضُِ فيِ خَلِيفةَُ  جَعلَۡنََٰ

ِهُ سَبِيلُِ ُِ سَبِيلُِ عَن يضَِلُّونَُ ٱلَّذِينَُ إِنَُّ ٱللَّ مَابُِ شَدِيدُُ  عَذاَب ُ لهَُمُۡ ٱللَّ  ٱلۡحِسَابُِ يوَۡمَُ نسَُوا ُ 

Artinya: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu 

khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara 

manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan 

menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 

sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 

melupakan hari perhitungan.” (QS. Shad [38]: 26). 

Ayat tersebut menegaskan bahwa salah satu tugas utama seorang 

pemimpin adalah menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan 

masyarakat. Pemimpin tidak diperkenankan menjalankan kekuasaan 

berdasarkan hawa nafsu, melainkan harus berlandaskan pada prinsip 

kebenaran dan kepentingan umum. Dalam kajian Fikih Siyasah, konsep ini 

dikenal melalui kaidah taṣarruf al-imām ‘ala ar-ra‘iyyah manūṭun bi al-

maṣlaḥah, yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat 

harus senantiasa didasarkan pada kemaslahatan. Oleh karena itu, pembinaan 
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ketenteraman dan ketertiban masyarakat oleh kepala kampung merupakan 

salah satu bentuk implementasi tanggung jawab kepemimpinan dalam 

Islam. 

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan di Kampung Srisawahan, 

Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Kampung ini memiliki 

karakteristik masyarakat yang heterogen dengan dinamika sosial yang 

cukup kompleks, sehingga memerlukan upaya pembinaan yang 

berkelanjutan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 

Berdasarkan hasil pra-penelitian, kepala kampung telah melakukan berbagai 

upaya pembinaan, seperti menyelenggarakan musyawarah warga, 

melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, memediasi konflik 

antarwarga, serta melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam 

penyelesaian berbagai persoalan sosial yang terjadi. Langkah-langkah 

tersebut menunjukkan adanya peran aktif kepala kampung dalam menjaga 

stabilitas sosial dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. 

Meskipun demikian, pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan 

ketertiban masyarakat di Kampung Srisawahan masih menghadapi berbagai 

kendala. Hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan pembinaan belum sepenuhnya optimal, keterbatasan 

anggaran pemerintah kampung masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

program pembinaan, serta kesadaran hukum sebagian masyarakat masih 

tergolong rendah. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pembinaan yang 

dilakukan belum sepenuhnya berjalan secara efektif dalam mewujudkan 

lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram. 

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara 

kondisi ideal yang diharapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan prinsip-prinsip Fikih Siyasah dengan realitas pelaksanaan di 

lapangan. Secara normatif, kepala kampung memiliki tanggung jawab untuk 

membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat demi tercapainya 

kemaslahatan bersama, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai 
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faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas tersebut. Oleh 

karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana 

peran kepala kampung dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat serta bagaimana pelaksanaan peran tersebut ditinjau dari 

perspektif Fikih Siyasah. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Peran Kepala Kampung dalam Pembinaan 

Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Perspektif Fikih Siyasah 

(Studi di Kampung Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Fikih Siyasah, khususnya 

mengenai kepemimpinan lokal dan pembinaan kemasyarakatan, serta 

menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah kampung dalam 

meningkatkan efektivitas pembinaan ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat. 

B. Ru musan  Masalah 

Berdasar kan latar bela kang  masalah yang diurai kan diatas  ma ka penulis 

telah  meru mus kan beberapa inti  masalah yang a kan  menjadi pe mbahasan 

dala m s kripsi ini, yaitu: 

1. Bagai mana Peran  Kepala  Kampung Dalam  Membina  Ketentraman dan 

 Ketertiban  Masyarakat di  Kampung Srisawahan? 

2. Bagai mana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran  Kepala  Kampung 

Dalam  Menjaga  Ketentraman dan  Ketertiban  Masyarakat di  Kampung 

Srisawahan? 

C. Tujuan dan  Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan ru musan  masalah diatas  ma ka tujuan penelitian ini 

yaitu :   
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a. Untu k  Memahami Peran  Kepala  Ka Mpung Dala M  Me Mbina 

 Ketentra Man Dan  Ketertiban  Masyara Kat Di  Ka Mpung 

Srisawahan. 

b. Untu k  Memahami Bagai mana Tinjauan fi kih siyasah terhadap peran 

 kepala  ka mpung dala m  menjaga  ketentra man dan  ketertiban 

 masyara kat di  ka mpung srisawahan. 

2.  Manfaat Penelitian 

Adapun  manfaat yang diharap kan dari penelitian ini adalah sebagai 

beri kut : 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang 

Hukum Tata Negara Islam (Fiqih Siyasah) yang berkaitan dengan 

peran kepemimpinan lokal dalam pembinaan ketenteraman dan 

ketertiban masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu 

memperkaya khazanah keilmuan melalui penguatan konsep-konsep 

teoritis mengenai kepemimpinan dalam perspektif Islam yang 

dikaitkan dengan realitas sosial di tingkat kampung/desa. Hasil 

penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti 

selanjutnya yang mengkaji tema serupa, serta menjadi bahan 

pengembangan teori yang lebih komprehensif terkait hubungan 

antara kepemimpinan, ketertiban sosial, dan kemaslahatan 

masyarakat. Di samping itu, penelitian ini merupakan bagian dari 

implementasi keilmuan yang diperoleh selama perkuliahan sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.. 

b. Secara Pra ktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah desa/kampung, khususnya 

kepala kampung, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi 

dan pertimbangan dalam meningkatkan peran serta efektivitas 
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kepemimpinan dalam membina ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam 

menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Selain itu, bagi aparat 

terkait seperti Bhabinkamtibmas dan lembaga kemasyarakatan desa, 

penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam memperkuat 

sinergi dan koordinasi dalam menciptakan stabilitas sosial. Lebih 

lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi dan rujukan praktis bagi peneliti lain yang ingin mengkaji 

topik serupa, serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya 

mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis sesuai 

dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah. 

D. Penelitian Relevan 

Beri kut adalah beberapa  kajian terdahulu yang relevan dengan " Peran 

 Kepala  Ka mpung Dala m Pe mbinaan  Ketentra man dan  Ketertiban 

 Masyara kat Perspe ktif Fiqih Siyasah ": 

1. Mei Fiani Ritonga dan Irwansyah, dalam artikel berjudul “Pembatasan 

Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Fiqih Siyasah” yang dimuat 

dalam Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 2 Tahun 

2024.
1
 mengkaji konsep kepemimpinan kepala desa dalam perspektif 

fiqih siyasah dengan menitikberatkan pada batasan kekuasaan dan masa 

jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam 

Islam harus berlandaskan prinsip keadilan (‘adalah), musyawarah 

(syura), dan kemaslahatan (maslahah). Penelitian ini juga merujuk pada 

pemikiran klasik seperti Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah 

dan Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah Asy-Syar’iyyah yang menegaskan 

bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab menjaga agama dan 

mengatur urusan dunia demi kemaslahatan umat. Dengan demikian, 

kepala desa/kampung tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi 

                                             
1 Mei Fiani Ritonga dan Irwansyah, “Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif 

Fiqih Siyasah,” Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 2 (2024). 
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juga sebagai penjaga stabilitas sosial. Relevansi penelitian ini terletak 

pada penguatan dasar normatif kepemimpinan Islam, meskipun belum 

secara spesifik mengkaji pembinaan ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat di tingkat kampung.  

2. Khoirul, dalam skripsinya berjudul “Peran Kepala Desa dalam 

Pembinaan Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah” (UIN SUSKA 

Riau).
2
 meneliti peran kepala desa dalam membina masyarakat melalui 

pendekatan sosial dan keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepala desa berperan dalam membangun kesadaran masyarakat melalui 

penguatan norma, pengawasan sosial, serta pendekatan formal dan 

informal. Dalam perspektif fiqih siyasah, peran ini berkaitan dengan 

konsep hisbah, yaitu mekanisme pengawasan sosial untuk menegakkan 

amar ma’ruf nahi munkar sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mawardi. 

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kendala seperti 

rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya pengawasan 

berkelanjutan. Relevansi penelitian ini terletak pada kesamaan fokus 

pembinaan masyarakat, meskipun belum secara spesifik menyoroti aspek 

ketenteraman dan ketertiban sebagai variabel utama.  

3. Eva Fauziah, dalam skripsinya “Tugas Pokok dan Fungsi 

Kepemimpinan Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat 

Perspektif Fiqih Siyasah” (Studi Kasus Desa Hinai Kanan).
3
 

menekankan pada implementasi tugas pokok dan fungsi kepala desa 

dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan fungsi kepemimpinan belum optimal, ditandai dengan belum 

meratanya pembangunan infrastruktur, terbatasnya fasilitas publik, serta 

kurangnya pelayanan sosial. Dalam perspektif fiqih siyasah, kondisi 

tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan amanah 

                                             
2 Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah); lihat juga 

Khoirul, Peran Kepala Desa dalam Pembinaan Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah (Skripsi, 

UIN SUSKA Riau). 
3 Eva Fauziah, Tugas Pokok dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa dalam 

Memberdayakan Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah (Skripsi). 
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kepemimpinan yang menuntut keadilan dan kemaslahatan. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus 

kepemimpinan kepala desa, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus 

kajian, di mana penelitian ini lebih menekankan pemberdayaan 

masyarakat, bukan pada aspek ketenteraman dan ketertiban.  

4. Indah Fitriani, dalam tesisnya “Perspektif Fiqih Siyasah tentang 

Implementasi Pasal 26 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 dalam 

Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Desa” (Studi 

di Desa Purwo Kencono, Lampung Timur)
4
, mengkaji implementasi 

kewenangan kepala desa dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa telah 

melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan undang-undang, 

khususnya dalam penyelesaian konflik dan pembinaan masyarakat. 

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat karena secara langsung 

membahas ketenteraman dan ketertiban, namun lebih menitikberatkan 

pada aspek implementasi norma hukum, sedangkan penelitian penulis 

mengkaji dari perspektif peran dan pendekatan fiqih siyasah secara lebih 

komprehensif.  

5. Siti Nurjanah, dalam artikel jurnal berjudul “Peran Kepala Desa dalam 

Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” (Jurnal Ilmu 

Pemerintahan, 2020).
5
 menjelaskan bahwa kepala desa memiliki peran 

strategis dalam menjaga stabilitas sosial melalui koordinasi dengan 

aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan menjaga ketertiban 

sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas 

komunikasi antara pemerintah desa dan warga. Penelitian ini relevan 

karena membahas secara langsung peran kepala desa dalam menjaga 

                                             
4 Indah Fitriani, Perspektif Fiqih Siyasah tentang Implementasi Pasal 26 Ayat (2) UU No. 6 

Tahun 2014 (Tesis). 
5 Siti Nurjanah, “Peran Kepala Desa dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat,” Jurnal Ilmu Pemerintahan (2020). 
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ketertiban, namun tidak menggunakan pendekatan fiqih siyasah sebagai 

pisau analisis.  

6. Ahmad Fauzi, dalam skripsinya “Peran Kepala Desa dalam 

Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat” (UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2019).
6
 meneliti peran kepala desa sebagai mediator dalam 

menyelesaikan konflik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepala desa berperan aktif dalam menyelesaikan konflik melalui 

musyawarah, pendekatan kultural, dan kearifan lokal. Pendekatan ini 

terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan masyarakat dan mencegah 

konflik yang lebih luas. Penelitian ini relevan dalam aspek penyelesaian 

konflik sebagai bagian dari upaya menciptakan ketenteraman 

masyarakat.  

7. Rina Kartika Sari, dalam artikel jurnal “Implementasi Kebijakan Desa 

dalam Mewujudkan Ketertiban Sosial” (Jurnal Administrasi Publik, 

2021).
7
 menunjukkan bahwa kebijakan desa yang bersifat partisipatif dan 

inklusif mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga 

ketertiban sosial. Hasil penelitian menekankan pentingnya kolaborasi 

antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan 

yang kondusif. Penelitian ini relevan dalam aspek kebijakan publik dan 

partisipasi masyarakat, namun tidak mengkaji dari perspektif fiqih 

siyasah 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan 

gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian, yang terdiri dari 

lima bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan 

alasan pentingnya penelitian dilakukan, rumusan masalah, tujuan 

                                             
6 Ahmad Fauzi, Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat 

(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019). 
7 Rina Kartika Sari, “Implementasi Kebijakan Desa dalam Mewujudkan Ketertiban Sosial,” 

Jurnal Administrasi Publik (2021). 
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penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan 

penelitian, meliputi teori peran dalam perspektif sosiologi dan fikih 

siyasah, konsep ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta konsep 

kepemimpinan dalam Islam. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian 

terdahulu yang relevan serta kerangka berpikir yang digunakan sebagai 

dasar analisis dalam penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian yang 

digunakan, lokasi penelitian, sumber data (data primer dan sekunder), 

teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), 

teknik analisis data, serta teknik keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan 

mengenai peran kepala kampung dalam pembinaan ketenteraman dan 

ketertiban masyarakat. Selain itu, dilakukan analisis terhadap hasil 

penelitian tersebut dengan menggunakan perspektif fikih siyasah, sehingga 

diperoleh pemahaman yang komprehensif sesuai dengan rumusan masalah 

yang telah ditetapkan 

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

serta saran-saran yang diajukan sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak 

terkaitdan untuk penelitian selanjutnya 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peran Kepala Kampung 

Konsep peran (role) merupakan salah satu konsep mendasar dalam ilmu 

sosial, khususnya dalam kajian sosiologi. Peran dipahami sebagai seperangkat 

perilaku, norma, nilai, hak, dan kewajiban yang melekat pada suatu 

kedudukan sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap individu yang menempati 

posisi sosial tertentu dituntut untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab 

sesuai dengan harapan masyarakat terhadap kedudukannya tersebut. Dengan 

demikian, peran tidak hanya berkaitan dengan tindakan nyata seseorang, 

tetapi juga menyangkut dimensi normatif yang mengatur bagaimana 

seseorang seharusnya bertindak dalam kehidupan sosial. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki status dan 

peran yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut membentuk suatu sistem sosial 

yang saling berkaitan dan berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial. 

Oleh karena itu, keberadaan peran menjadi sangat penting karena melalui 

pelaksanaan peran yang sesuai, kehidupan sosial dapat berjalan secara 

harmonis dan stabil. Sebaliknya, apabila suatu peran tidak dijalankan secara 

optimal, maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan sosial yang berpotensi 

melahirkan konflik dan ketidakteraturan dalam masyarakat. 

Bruce J. Biddle mendefinisikan peran sebagai serangkaian perilaku yang 

diharapkan dari individu yang menduduki posisi tertentu dalam struktur 

sosial.
8
 Definisi ini menunjukkan bahwa peran memiliki sifat normatif 

sekaligus fungsional. Bersifat normatif karena peran berkaitan dengan 

harapan masyarakat terhadap perilaku seseorang, dan bersifat fungsional 

karena pelaksanaan peran berfungsi menjaga keteraturan sosial. Dalam 

konteks pemerintahan, peran seorang pemimpin menjadi sangat penting 

                                             
8 Bruce J. Biddle, Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors (New York: 

Academic Press, 1979), h. 58 
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karena pemimpin merupakan aktor utama yang menentukan arah dan 

stabilitas kehidupan masyarakat. 

Pendapat tersebut diperkuat oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan 

bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status).
9
 Ketika 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia telah menjalankan suatu peranan. Menurut Soekanto, peranan 

mencakup tiga hal utama, yaitu norma-norma yang dihubungkan dengan 

posisi seseorang, konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam 

organisasi sosial, serta perilaku individu yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. Dengan demikian, peran tidak hanya dipahami sebagai tindakan 

individual, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme sosial yang menjaga 

keberlangsungan kehidupan masyarakat. 

Dalam konteks pemerintahan kampung, kepala kampung tidak hanya 

menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki otoritas dalam 

pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan penyelesaian konflik 

sosial. Oleh karena itu, kepala kampung dituntut untuk menjalankan 

kekuasaan secara adil agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial dalam 

masyarakat. 

1. Peran Kepala Kampung dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia 

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kepala kampung atau 

kepala desa merupakan penyelenggara pemerintahan pada tingkat desa 

yang memiliki kedudukan strategis sebagai pemimpin pemerintahan 

sekaligus pemimpin masyarakat. Keberadaan kepala kampung tidak hanya 

bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga bertanggung 

jawab mewujudkan pelayanan publik, pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, kepala 

kampung menjadi aktor utama dalam menciptakan tata kelola 

pemerintahan desa yang efektif, demokratis, dan berorientasi pada 

kesejahteraan masyarakat. 

                                             
9 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 212 
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Menurut Hanif Nurcholis, pemerintahan desa merupakan 

organisasi pemerintahan yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, serta 

perlindungan masyarakat. Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan 

desa memiliki tanggung jawab untuk menggerakkan seluruh potensi desa 

agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara 

efektif.
10

Pendapat ini menunjukkan bahwa kepala kampung tidak hanya 

berfungsi sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai pemimpin 

yang mampu mengoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. 

Senada dengan itu, Ni'matul Huda menyatakan bahwa desa 

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul 

dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam menjalankan kewenangan 

tersebut, kepala desa berperan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan 

desa yang bertanggung jawab mewujudkan pelayanan publik, 

pembangunan, serta pembinaan kehidupan masyarakat secara demokratis 

sesuai dengan prinsip otonomi desa.
11

 

Secara normatif, kedudukan dan tugas kepala kampung diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Berdasarkan 

Pasal 26 ayat (1), kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan 

desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan 

kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat desa. Selanjutnya, Pasal 

26 ayat (2) menjelaskan bahwa kepala desa berwenang memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan Peraturan Desa, 

                                             
10 Hanif Nurcholis, Pemerintah Desa, Nagari, Gampong, Marga dan Sejenisnya 

(Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020), hlm. 15–18. Buku akses terbuka Universitas 

Terbuka. 
11 Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 77–81. 
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mengelola keuangan desa, membina kehidupan masyarakat desa, serta 

membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
12

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembinaan ketenteraman dan 

ketertiban masyarakat merupakan salah satu tugas strategis kepala 

kampung. Dalam menjalankan fungsi tersebut, kepala kampung 

berkewajiban membangun komunikasi dengan masyarakat, menyelesaikan 

konflik melalui musyawarah, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, 

serta menjalin kerja sama dengan aparat keamanan, tokoh agama, tokoh 

adat, dan tokoh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut 

sangat menentukan terciptanya stabilitas sosial sebagai prasyarat 

pembangunan desa yang berkelanjutan. 

Lebih lanjut, Hanif Nurcholis menjelaskan bahwa fungsi 

pemerintahan desa meliputi tiga aspek utama, yaitu pelayanan publik 

(public service), pelayanan pembangunan (development service), dan 

pelayanan perlindungan (protective service). Pelayanan perlindungan 

diwujudkan melalui upaya pemerintah desa dalam menciptakan keamanan, 

ketenteraman, dan ketertiban masyarakat sehingga warga desa dapat 

menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi dengan rasa aman.
13

 

Dengan demikian, berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia, 

peran kepala kampung tidak hanya terbatas sebagai penyelenggara 

pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat, mediator 

penyelesaian konflik, pembina ketenteraman dan ketertiban masyarakat, 

serta penggerak partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kehidupan desa 

yang aman, tertib, dan sejahtera. Peran tersebut merupakan implementasi 

dari amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan 

secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan 

masyarakat. 

                                             
12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. 
13 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta: 

Erlangga, 2011), hlm. 103. 
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2. Kepemimpinan dalam Perspektif Fikih Siyasah 

Dalam perspektif fikih siyasah, kepemimpinan merupakan amanah 

yang memiliki tanggung jawab besar di hadapan masyarakat dan Allah 

SWT. Kepemimpinan dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan (mafsadah). Kepala 

kampung sebagai pemimpin lokal dapat dianalogikan sebagai bagian dari 

konsep waliy al-amr, yaitu pemegang otoritas pemerintahan yang 

bertugas mengatur urusan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat 

Islam. Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar yang kuat 

dalam Al-Qur’an dan hadis. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa 

ayat 58:
14

 

ى اهَْلِهَاۙ وَاِذاَ حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ انَْ تحَْكُمُوْا بِ 
َ يأَمُْرُكُمْ انَْ تؤَُدُّوا الْْمَٰنٰتِ اِلٰٰٓ ْْ ِِۗ  اِنَّ اللّٰه الََْ

ا  مَّ َِ َ نِ َ كَانَ سَمِيَْاً ۢ بصَِيْرًااِنَّ اللّٰه ظُكُمْ بِه   اِنَّ اللّٰه َِ يَ  

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban 

menjalankan amanah dan menegakkan keadilan dalam kehidupan 

masyarakat. Dalam konteks pemerintahan kampung, kepala kampung 

harus mampu menjalankan tugas kepemimpinannya secara adil, jujur, 

dan bertanggung jawab demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. 

Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menjelaskan bahwa 

tujuan utama kepemimpinan adalah menjaga agama (ḥifẓ ad-dīn) dan 

mengatur urusan dunia (siyāsat ad-dunyā).
15

 Konsep ini menunjukkan 

bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan urusan 

administratif dan politik, tetapi juga memiliki dimensi moral dan 

spiritual. Kepala kampung sebagai pemimpin masyarakat harus mampu 

menciptakan kondisi sosial yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai 

agama dan moral dalam kehidupan masyarakat. 

Selain Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah juga menegaskan bahwa 

kepemimpinan merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan social 

                                             
14 https://quran.nu.or.id/an-nisa/58 
15 Al Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, h. 15. 
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manusia. Menurutnya, tujuan utama kepemimpinan adalah mewujudkan 

keadilan dan kemaslahatan masyarakat.
16

 Pemimpin yang baik adalah 

pemimpin yang mampu melindungi hak-hak masyarakat, menjaga 

keamanan, serta mencegah berbagai bentuk kerusakan sosial. Dalam 

konteks ini, kepala kampung memiliki tanggung jawab besar dalam 

menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. 

Fikih siyasah juga menekankan beberapa prinsip penting dalam 

kepemimpinan. Pertama, prinsip keadilan (al-‘adalah), yaitu pemimpin 

harus bersikap adil tanpa membedakan status sosial masyarakat. Kedua, 

prinsip amanah, yaitu menjalankan tugas kepemimpinan dengan penuh 

tanggung jawab dan kejujuran. Ketiga, prinsip musyawarah (shura), yaitu 

pengambilan keputusan dilakukan melalui konsultasi dan pertimbangan 

bersama masyarakat. Keempat, prinsip kemaslahatan (maslahah), yaitu 

setiap kebijakan harus bertujuan memberikan manfaat dan kesejahteraan 

bagi masyarakat. 

Prinsip-prinsip tersebut sangat relevan dengan konsep good 

governance dalam pemerintahan modern. Kepala kampung yang 

menjalankan prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah akan mampu 

menciptakan pemerintahan yang demokratis dan dipercaya masyarakat. 

Sebaliknya, penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan dapat merusak 

legitimasi kepemimpinan dan memicu konflik sosial. 

Dalam Islam, pemimpin juga dipandang sebagai pelayan 

masyarakat. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap pemimpin akan 

dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini 

menunjukkan bahwa kepemimpinan bukanlah bentuk kekuasaan absolut, 

melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan 

spiritual. Oleh karena itu, kepala kampung harus mengedepankan 

kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi atau 

kelompok tertentu. 

  

                                             
16 Ibn Taymiyyah, As-Siyasah Asy-Syar‘iyyah (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), h. 12. 
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3. Fungsi dan Tanggung Jawab Kepala Kampung. 

Kepala kampung merupakan pemimpin pemerintahan pada tingkat 

paling bawah yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa atau kampung. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, 

kepala kampung tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi 

pemerintahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga 

stabilitas kehidupan masyarakat. Posisi kepala kampung menjadi sangat 

penting karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dan persoalan 

masyarakat sehari-hari. Oleh sebab itu, kepala kampung dituntut mampu 

menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, serta menjaga ketenteraman dan ketertiban sosial secara 

seimbang.
17

 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala 

desa atau kepala kampung memiliki tugas menyelenggarakan 

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan 

pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat desa.
18

 

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepala kampung memiliki fungsi 

yang luas dan kompleks karena mencakup aspek administratif, sosial, 

ekonomi, dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan kampung sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan kepala kampung dalam menjalankan fungsi dan tanggung 

jawabnya. 

a. Fungsi Pemerintahan 

Fungsi utama kepala kampung adalah sebagai 

penyelenggara pemerintahan kampung. Dalam fungsi ini, kepala 

kampung bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, 

melaksanakan kebijakan pemerintah, serta memberikan pelayanan 

publik kepada masyarakat. Kepala kampung menjadi penanggung 

jawab terhadap seluruh kegiatan pemerintahan yang berlangsung di 

                                             
17 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 

243 
18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1) 
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wilayah kampung, baik yang berkaitan dengan administrasi 

kependudukan, pelayanan surat-menyurat, pengelolaan keuangan 

desa, maupun pelaksanaan program-program pemerintah.
19

 

Selain itu, kepala kampung juga memiliki kewenangan 

dalam menetapkan kebijakan lokal yang bertujuan untuk 

kepentingan masyarakat kampung. Kebijakan tersebut harus 

disusun berdasarkan prinsip musyawarah, kepentingan umum, serta 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 

menjalankan fungsi pemerintahan, kepala kampung dituntut 

memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan agar 

pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. 

Fungsi pemerintahan yang dijalankan kepala kampung pada 

hakikatnya merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Oleh 

karena itu, kepala kampung harus mampu bersikap adil, transparan, 

dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah kampung.
20

 

b. Fungsi Pembangunan 

Selain menjalankan fungsi pemerintahan, kepala kampung 

juga memiliki fungsi pembangunan. Pembangunan kampung 

merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui pembangunan fisik maupun nonfisik. Dalam hal ini, kepala 

kampung berperan sebagai perencana, pelaksana, sekaligus 

pengawas pembangunan di wilayah kampung.
21

 

Pembangunan fisik meliputi pembangunan sarana dan 

prasarana seperti jalan desa, jembatan, saluran irigasi, fasilitas 

kesehatan, tempat ibadah, dan fasilitas pendidikan. Adapun 

                                             
19 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta: 

Erlangga, 2011), h. 73 
20 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 98. 
21 Widjaja, Otonomi Desa (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 165 
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pembangunan nonfisik mencakup peningkatan kualitas sumber 

daya manusia, pembinaan sosial masyarakat, pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, serta penguatan kelembagaan desa. 

Kepala kampung juga dituntut mampu menggali potensi 

yang dimiliki kampung guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu, kepala kampung harus memiliki 

kemampuan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan 

pembangunan, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting 

karena pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang 

melibatkan masyarakat secara aktif.
22

 

Dalam perspektif administrasi publik, kepala kampung 

tidak hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga 

sebagai motivator yang mampu menggerakkan masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Dengan demikian, 

pembangunan kampung dapat berjalan secara berkelanjutan dan 

memberikan manfaat bagi masyarakat luas. 

c. Fungsi Pembinaan Kemasyarakatan 

Fungsi berikutnya adalah fungsi pembinaan 

kemasyarakatan. Kepala kampung memiliki tanggung jawab untuk 

membina kehidupan sosial masyarakat agar tercipta suasana yang 

aman, tertib, harmonis, dan penuh kebersamaan. Pembinaan 

kemasyarakatan dilakukan melalui berbagai kegiatan sosial, 

keagamaan, budaya, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
23

 

Pembinaan kemasyarakatan sangat penting karena 

masyarakat kampung terdiri atas berbagai latar belakang sosial, 

budaya, dan ekonomi yang berpotensi menimbulkan konflik 

apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam hal ini, kepala kampung 

                                             
22 Taliziduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 56 
23 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 271. 
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harus mampu menjadi figur pemersatu masyarakat serta menjaga 

hubungan sosial yang harmonis antarwarga. 

Selain itu, kepala kampung juga memiliki tanggung jawab 

dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran 

hukum sangat penting untuk menciptakan ketertiban sosial dan 

mencegah terjadinya pelanggaran hukum di lingkungan 

masyarakat. Oleh karena itu, kepala kampung perlu bekerja sama 

dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan 

dalam melakukan pembinaan sosial kepada masyarakat.
24

 

Pembinaan kemasyarakatan juga dapat dilakukan melalui 

kegiatan gotong royong, musyawarah kampung, pembinaan 

pemuda, dan kegiatan keagamaan yang bertujuan mempererat 

solidaritas sosial masyarakat. Dengan adanya pembinaan yang 

baik, maka stabilitas sosial dan ketenteraman masyarakat dapat 

terjaga dengan baik. 

d. Fungsi Mediasi Konflik 

Dalam kehidupan sosial masyarakat, konflik merupakan 

sesuatu yang sulit dihindari. Konflik dapat terjadi karena 

perbedaan pendapat, kepentingan, ekonomi, maupun persoalan 

pribadi antarwarga. Oleh sebab itu, kepala kampung memiliki 

fungsi sebagai mediator atau penengah dalam menyelesaikan 

konflik sosial yang terjadi di masyarakat.
25

 

Sebagai mediator, kepala kampung harus mampu 

menyelesaikan perselisihan secara bijaksana melalui pendekatan 

musyawarah dan kekeluargaan. Penyelesaian konflik melalui 

musyawarah sangat penting karena dapat menjaga hubungan baik 

antarwarga dan mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar. 

Dalam menjalankan fungsi mediasi, kepala kampung harus 

bersikap netral, adil, dan tidak memihak kepada salah satu pihak. 

                                             
24 C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 124 
25 Lewis A. Coser, The Functions of Social Conflict (New York: Free Press, 1956), h. 21 
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Kepala kampung juga perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh 

adat, dan tokoh agama dalam proses penyelesaian konflik agar 

keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.
26

 

Kemampuan kepala kampung dalam menyelesaikan konflik 

sangat menentukan stabilitas sosial masyarakat. Apabila konflik 

dapat diselesaikan dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan 

tetap harmonis dan damai. Sebaliknya, apabila konflik tidak 

ditangani secara tepat, maka dapat menimbulkan perpecahan dan 

mengganggu ketenteraman masyarakat. 

e. Fungsi Ketenteraman dan Ketertiban 

Kepala kampung juga memiliki tanggung jawab dalam 

menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Ketenteraman 

dan ketertiban merupakan kondisi sosial yang aman, damai, dan 

teratur sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan 

dengan nyaman.
27

 

Dalam menjalankan fungsi ini, kepala kampung harus 

mampu melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai 

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti 

perkelahian, pencurian, kenakalan remaja, penyalahgunaan 

narkoba, maupun konflik sosial lainnya. Upaya tersebut dapat 

dilakukan melalui pembinaan masyarakat, penguatan keamanan 

lingkungan, serta kerja sama dengan aparat keamanan dan tokoh 

masyarakat. 

Kepala kampung juga harus mampu membangun kesadaran 

masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan secara bersama-

sama. Salah satu bentuk upaya menjaga ketenteraman masyarakat 

                                             
26 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 

89 
27 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 208. 
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adalah melalui kegiatan ronda malam, siskamling, dan 

musyawarah keamanan lingkungan.
28

 

Dengan demikian, fungsi kepala kampung dalam menjaga 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan bagian penting 

dari tanggung jawab sosial pemerintahan kampung. Keberhasilan 

kepala kampung dalam menjalankan fungsi tersebut akan 

berpengaruh terhadap terciptanya kehidupan masyarakat yang 

harmonis, aman, dan sejahtera 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa integrasi perspektif 

hukum positif indonesia dan fikih siyasah menunjukkan bahwa kepala 

kampung memiliki peran yang kompleks dan multidimensional. Kepala 

kampung tidak hanya dituntut memiliki kemampuan administratif dan 

kepemimpinan, tetapi juga kemampuan sosial, moral, dan spiritual. 

Pelaksanaan peran yang baik, adil, dan bertanggung jawab akan menciptakan 

masyarakat yang tertib, harmonis, dan sejahtera, baik dalam perspektif sosial 

maupun dalam kerangka nilai-nilai Islam. 

 

B. Konsep Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat 

1. Pengertian dan Konsep Dasar 

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan dua konsep 

fundamental dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan 

kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Secara etimologis, ketertiban 

berasal dari kata "tertib" yang berarti teratur, rapi, dan sesuai dengan 

aturan yang berlaku. Sementara ketenteraman berasal dari kata 

"tenteram" yang berarti aman, damai, dan bebas dari gangguan. Meski 

keduanya sering digunakan secara beriringan, masing-masing memiliki 

dimensi makna yang berbeda namun saling melengkapi.
29 

                                             
28 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Jakarta: 

Grasindo, 2007), h. 112 
29Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 212. 
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Dalam perspektif sosiologi, ketertiban masyarakat (social order) 

merujuk pada kondisi di mana perilaku individu maupun kelompok 

berjalan sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang telah disepakati 

bersama. Ketertiban mencerminkan adanya kepatuhan terhadap hukum 

serta kesadaran kolektif dalam menjaga keteraturan sosial. Menurut 

Émile Durkheim, ketertiban sosial merupakan produk dari conscience 

collective (kesadaran kolektif) yang menjadi perekat kehidupan bersama 

dalam masyarakat.
30

 

Sementara itu, ketenteraman masyarakat lebih merujuk pada 

kondisi psikologis dan sosial yang ditandai dengan rasa aman, damai, 

serta terbebas dari gangguan fisik maupun nonfisik. Talcott Parsons, 

dalam kerangka teori struktural fungsionalnya, memandang ketenteraman 

sebagai bagian dari ekuilibrium sistem sosial suatu keseimbangan di 

mana setiap komponen masyarakat menjalankan fungsinya secara 

harmonis tanpa menimbulkan disfungsi.
31

 Keduanya, ketertiban dan 

ketenteraman memiliki hubungan yang saling melengkapi sehingga tidak 

dapat dipisahkan dalam praktik kehidupan sosial. Ketertiban tanpa 

ketenteraman cenderung menghasilkan kondisi yang kaku dan represif, 

sedangkan ketenteraman tanpa ketertiban berpotensi menimbulkan 

kekacauan sosial.
32 

2. Landasan Normatif Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di    

Indonesia 

Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketenteraman dan 

ketertiban masyarakat memiliki dasar normatif yang kuat pada berbagai 

tingkatan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit mengamanatkan 

                                             
30Émile Durkheim, The Rules of Sociological Method (New York: Free Press, 1982), hlm. 

50–59. Lihat juga terjemahan dan ulasan dalam Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan 

Modern, Jilid I (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 181–195. 
31Talcott Parsons, The Social System (New York: Free Press, 1951), hlm. 36–45. 
32George Ritzer, Sociological Theory, 9th ed. (New York: McGraw-Hill, 2014), hlm. 98–

102. 
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kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, yang di dalamnya mencakup perlindungan terhadap 

keamanan dan ketenteraman warga negara. 

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa salah 

satu fungsi utama kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat (kamtibmas).
33

 Hal ini menunjukkan bahwa Negara  melalui 

aparatnya memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan kondisi 

sosial yang aman dan tertib. Fungsi kamtibmas mencakup aspek 

pencegahan (preventif) maupun penegakan hukum (represif) guna 

mewujudkan lingkungan sosial yang kondusif bagi seluruh lapisan 

masyarakat. 

Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada institusi 

kepolisian, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa 

atau kampung. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

memberikan kewenangan kepada kepala desa/kampung dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.
34

 Kewenangan 

pembinaan kemasyarakatan tersebut meliputi, antara lain, pembinaan 

ketentraman dan ketertiban masyarakat desa yang diimplementasikan 

melalui berbagai program dan kegiatan di tingkat lokal.
35 

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan kepala kampung 

dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban juga diatur dalam berbagai 

peraturan daerah (Perda) di masing-masing kabupaten/kota, yang 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Mekanisme pengaturan 

bertingkat ini mencerminkan prinsip subsidiaritas dalam sistem 

                                             
33Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pasal 13 huruf b. Dapat diakses di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/41765/uu-no-2-tahun-2002. 
34Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1). Dapat diakses di: 

https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014. 
35Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. 

Dapat diakses di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/117529. 
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pemerintahan Indonesia, di mana masalah-masalah yang dapat 

diselesaikan di tingkat paling bawah tidak perlu dibawa ke tingkat yang 

lebih tinggi. 

3. Pendekatan dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban 

Pendekatan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu preventif, edukatif, dan 

represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui upaya pencegahan 

dengan penguatan nilai dan norma sosial sebelum terjadinya gangguan 

ketertiban. Pendekatan edukatif dilakukan melalui sosialisasi hukum dan 

pembinaan kesadaran masyarakat agar setiap warga memahami hak dan 

kewajibannya. Sedangkan pendekatan represif dilakukan sebagai langkah 

terakhir (ultimum remedium) dalam bentuk penegakan hukum terhadap 

pelanggaran yang terjadi. 

Untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban secara 

berkelanjutan, diperlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan 

berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh 

pemuda. Konsep desentralisasi dan partisipasi masyarakat yang 

dikemukakan oleh Rondinelli dan Cheema menegaskan bahwa efektivitas 

pemerintahan di tingkat lokal sangat bergantung pada keterlibatan aktif 

warga dalam proses pengambilan keputusan.
36

 Partisipasi masyarakat 

akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan sosial, sehingga 

masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam 

menjaga ketertiban dan ketenteraman.
37

 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketenteraman dan Ketertiban 

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi sosial 

yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

                                             
36Rondinelli, Dennis A. dan G. Shabbir Cheema, "Implementing Decentralization Policies: 

An Introduction," dalam Decentralization and Development, ed. G. Shabbir Cheema dan Dennis 

A. Rondinelli (Beverly Hills: Sage Publications, 1983), hlm. 18. 
37Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia (Yogyakarta: Forum Pengembangan 

Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), hlm. 77–85. 
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Kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis akan 

menciptakan stabilitas sosial yang mendukung pembangunan nasional 

maupun pembangunan daerah. Sebaliknya, apabila ketenteraman dan 

ketertiban terganggu, maka kehidupan masyarakat akan dipenuhi konflik, 

rasa tidak aman, serta menurunnya kualitas hubungan sosial antarwarga. 

Oleh karena itu, terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain, 

baik faktor internal maupun eksternal masyarakat.
38

 

Dalam konteks kehidupan masyarakat kampung, ketenteraman dan 

ketertiban tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi 

juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat, kepemimpinan 

pemerintah kampung, partisipasi sosial, kondisi ekonomi, dan lingkungan 

sosial yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Faktor-faktor 

tersebut memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya stabilitas sosial 

dan keharmonisan kehidupan masyarakat. 

a. Kesadaran Hukum Masyarakat 

Salah satu faktor utama yang memengaruhi ketenteraman 

dan ketertiban masyarakat adalah kesadaran hukum masyarakat. 

Kesadaran hukum merupakan sikap atau perilaku masyarakat yang 

memahami, menghayati, dan menaati aturan hukum yang berlaku 

dalam kehidupan sosial. Kesadaran hukum menjadi fondasi penting 

dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman 

karena masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi 

cenderung mematuhi aturan dan menghindari tindakan yang 

melanggar hukum.
39

 

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan 

nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang 

                                             
38 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 207.  
39 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2011), h. 41. 
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ada atau hukum yang diharapkan ada.
40

 Kesadaran hukum tidak 

hanya diukur dari pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum, 

tetapi juga dari tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan 

aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Masyarakat yang sadar hukum akan menjaga ketertiban 

sosial dengan cara menghormati hak orang lain, menaati norma 

yang berlaku, serta berpartisipasi dalam menjaga keamanan 

lingkungan. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat 

menyebabkan meningkatnya pelanggaran hukum, konflik sosial, 

dan gangguan keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, pembinaan 

kesadaran hukum menjadi salah satu tugas penting pemerintah 

kampung dalam menciptakan ketenteraman sosial. 

Kesadaran hukum masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan, lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan efektivitas 

penegakan hukum. Apabila masyarakat melihat hukum ditegakkan 

secara adil dan konsisten, maka tingkat kepatuhan masyarakat 

terhadap hukum akan semakin tinggi.
41

 Dengan demikian, 

kesadaran hukum memiliki hubungan erat dengan terciptanya 

ketertiban dan stabilitas sosial di lingkungan masyarakat. 

b. Kepemimpinan Pemerintah Kampung 

Kepemimpinan pemerintah kampung juga menjadi faktor 

penting  dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 

Kepala kampung sebagai pemimpin lokal memiliki posisi strategis 

karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan memahami 

kondisi sosial masyarakat secara lebih dekat. Kepemimpinan yang 

baik akan mampu menciptakan hubungan sosial yang harmonis, 

                                             
40 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2014), h. 152. 
41 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Jakarta: Kencana, 2012), h. 

298. 
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menyelesaikan konflik secara bijaksana, serta membangun rasa 

aman di tengah masyarakat.
42

 

Dalam menjalankan tugasnya, kepala kampung tidak hanya 

bertindak sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga sebagai 

pembina sosial masyarakat. Kepala kampung harus mampu 

menjadi teladan dalam sikap dan perilaku serta mampu 

memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang muncul 

di masyarakat. 

Kartini Kartono menjelaskan bahwa kepemimpinan 

merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi dan 

mengarahkan orang lain agar bersedia bekerja sama dalam 

mencapai tujuan tertentu.
43

 Dalam konteks pemerintahan kampung, 

kepala kampung yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik 

akan mampu membangun komunikasi yang efektif dengan 

masyarakat serta menciptakan suasana sosial yang kondusif. 

Selain itu, kepala kampung juga berperan dalam 

menyelesaikan konflik sosial melalui pendekatan musyawarah dan 

kekeluargaan. Konflik antarwarga yang tidak ditangani dengan 

baik dapat berkembang menjadi gangguan keamanan dan 

mengancam ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan 

kepala kampung dalam melakukan mediasi konflik sangat 

menentukan terciptanya stabilitas sosial masyarakat. 

Kepemimpinan pemerintah kampung yang lemah dapat 

menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah serta menurunnya partisipasi masyarakat dalam 

menjaga keamanan lingkungan. Sebaliknya, kepemimpinan yang 

kuat dan bijaksana akan memperkuat solidaritas sosial dan 

                                             
42 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta: 

Erlangga, 2011), h. 89 
43 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 
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meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketenteraman 

bersama. 

c. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam 

menciptakan ketenteraman dan ketertiban sosial. Ketenteraman 

masyarakat tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah 

kampung atau aparat keamanan semata, tetapi memerlukan 

keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Partisipasi 

masyarakat mencerminkan adanya kesadaran kolektif untuk 

menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara bersama-

sama.
44

 

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai 

bentuk kegiatan sosial, seperti ronda malam, kerja bakti, 

musyawarah kampung, kegiatan gotong royong, serta pelaporan 

terhadap potensi gangguan keamanan kepada aparat kampung. 

Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, maka berbagai potensi 

konflik dan gangguan ketertiban dapat dicegah sejak dini. 

Menurut Taliziduhu Ndraha, partisipasi masyarakat 

merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan, pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan terhadap 

kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
45

 

Partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan adanya rasa 

memiliki terhadap lingkungan sosial sehingga masyarakat merasa 

bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban 

bersama. 

Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat dapat 

menyebabkan lemahnya pengawasan sosial dan meningkatnya 

                                             
44 Taliziduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 78. 
45 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa (Jakarta: Bina Aksara, 2010), 

h. 63. 
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potensi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat. Oleh sebab 

itu, pemerintah kampung perlu mendorong keterlibatan masyarakat 

dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan agar tercipta 

kehidupan masyarakat yang harmonis dan aman. 

d. Kondisi Sosial dan Ekonomi 

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi faktor 

yang sangat memengaruhi ketenteraman dan ketertiban sosial. 

Permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, 

kesenjangan sosial, dan rendahnya tingkat kesejahteraan 

masyarakat sering menjadi penyebab munculnya konflik sosial dan 

tindak kriminalitas.
46

 

Masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung 

lebih rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan sosial, seperti 

pencurian, perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan 

kriminal lainnya. Selain itu, kesenjangan sosial yang tinggi juga 

dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik antarwarga. 

Dalam perspektif sosiologi, kondisi sosial yang tidak stabil 

dapat memengaruhi perilaku masyarakat. Soerjono Soekanto 

menjelaskan bahwa masalah sosial muncul akibat ketidaksesuaian 

antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang 

membahayakan kehidupan kelompok sosial.
47

 Oleh karena itu, 

peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu langkah 

penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat. 

Pemerintah kampung memiliki peran penting dalam 

meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat melalui 

program pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, 

bantuan sosial, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. 

                                             
46 Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), h. 112. 
47 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 

314. 
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Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka potensi 

konflik sosial dan gangguan keamanan dapat diminimalisasi. 

e. Pengaruh Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap 

terbentuknya perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

Lingkungan sosial yang baik akan membentuk masyarakat yang 

tertib, disiplin, dan menghormati norma sosial yang berlaku. 

Sebaliknya, lingkungan sosial yang buruk dapat memicu 

munculnya perilaku menyimpang dan gangguan ketertiban 

masyarakat.
48

 

Lingkungan sosial meliputi keluarga, lingkungan pergaulan, 

lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta budaya yang 

berkembang dalam masyarakat. Apabila lingkungan sosial 

masyarakat dipenuhi dengan nilai-nilai positif seperti gotong 

royong, toleransi, dan kepedulian sosial, maka masyarakat akan 

cenderung hidup secara harmonis dan damai. 

Sebaliknya, lingkungan sosial yang penuh dengan konflik, 

kekerasan, dan perilaku negatif dapat memengaruhi pola perilaku 

masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, pembinaan 

lingkungan sosial yang sehat menjadi tanggung jawab bersama 

antara pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan 

seluruh elemen masyarakat. 

Dalam konteks ketenteraman masyarakat, lingkungan sosial 

yang harmonis akan memperkuat solidaritas sosial dan 

memperkecil potensi terjadinya konflik antarwarga. Dengan 

demikian, lingkungan sosial yang baik merupakan salah satu faktor 

utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, 

tertib, dan Sejahtera. 
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C. Ketenteraman dan Ketertiban dalam Perspektif Fikih Siyasah 

 

Dalam perspektif Fikih Siyasah, ketenteraman (al-amn) dan ketertiban 

(an-niẓām) merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan Islam. 

Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan 

kekuasaan, tetapi juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) 

dengan menjaga keamanan, keadilan, serta keteraturan kehidupan masyarakat. 

Oleh karena itu, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk 

menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib agar masyarakat 

dapat menjalankan aktivitas kehidupan dan ibadah tanpa rasa takut. 

Menurut Imam Al-Mawardi, imamah (kepemimpinan) merupakan 

lembaga yang dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga 

agama (ḥirāsah ad-dīn) dan mengatur urusan dunia (siyāsah ad-dunyā). Salah 

satu tugas pokok seorang pemimpin adalah menjaga keamanan masyarakat, 

menegakkan keadilan, menyelesaikan perselisihan, serta melindungi hak-hak 

rakyat sehingga tercipta ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan 

bermasyarakat.
49

 

Pandangan tersebut dipertegas oleh Ibnu Taimiyah, yang menyatakan 

bahwa keberadaan pemimpin merupakan kebutuhan yang sangat mendasar 

dalam kehidupan manusia. Menurutnya, agama tidak akan dapat ditegakkan 

secara sempurna tanpa adanya kekuasaan (sulṭah) yang mampu menjaga 

keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat. 

Oleh karena itu, pemerintahan dibentuk untuk mewujudkan kemaslahatan dan 

mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan sosial.
50

 

  

                                             
49 Imam Al-Mawardi, Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah, terj. Khalifurrahman 

Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 23–25. 
50 Ibnu Taimiyah, As-Siyāsah Asy-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyyah, terj. Rofi' Munawar 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 17–20. 
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Konsep ketenteraman dan ketertiban dalam Fikih Siyasah juga 

didasarkan pada kaidah fikih yang sangat terkenal, yaitu: 

فُ  مَامِ  تصََرُّ عِيَّةِ  عَلىَ الِْْ  بِالْمَصْلَحَةِ  مَنوُط   الرَّ

Artinya: 

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus senantiasa 

didasarkan pada kemaslahatan."
51

 

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil 

oleh pemimpin harus diarahkan untuk mewujudkan kepentingan umum 

(public interest), termasuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian 

masyarakat. Dengan demikian, seluruh tindakan kepala kampung dalam 

melakukan pembinaan masyarakat harus berorientasi pada terciptanya 

kemaslahatan bersama. 

Landasan normatif mengenai pentingnya menjaga ketenteraman 

dan keadilan juga ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. An-Nisa' 

ayat 58: 

َ  إنَِّ   أنَْ  النَّاسِ  بيَْنَ  حَكَمْتمُْ  وَإِذاَ أهَْلِهَا إلِىَ الْْمََاناَتِ  تؤَُدُّوا أنَْ  يأَمُْرُكُمْ  اللَّّٰ

ْْ ِِۗ  تحَْكُمُوا  بِالََْ

Artinya: 

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di 

antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-

Nisa' [4]: 58).
52

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin wajib 

menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menegakkan 

keadilan dalam setiap kebijakan. Keadilan merupakan fondasi utama 

terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Apabila keadilan 

ditegakkan, maka konflik sosial dapat diminimalisasi dan kehidupan 

masyarakat menjadi lebih harmonis. 
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Praktis (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 147. 
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Selain itu, Allah Swt. juga berfirman dalam QS. Shad ayat 26: 

َّبِعِ  وَلَْ  بِالْحَق ِ  النَّاسِ  بيَْنَ  فاَحْكُمْ  الْْرَْضِ  فيِ خَلِيفةًَ  جََلَْناَكَ  إنَِّا داَوُودُ  ياَ  تتَ

 الْهَوَى

Artinya: 

"Wahai Daud! Sesungguhnya Kami menjadikan engkau khalifah di bumi, 

maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah 

mengikuti hawa nafsu." (QS. Shad [38]: 26).
53

 

Ayat tersebut menegaskan bahwa tugas utama seorang pemimpin 

adalah menegakkan keadilan dan menjaga keteraturan masyarakat 

berdasarkan kebenaran, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau 

kelompok tertentu. Dalam konteks pemerintahan desa, kepala kampung 

sebagai pemimpin masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan hukum 

untuk membina ketenteraman, menyelesaikan konflik melalui 

musyawarah, menjaga persatuan masyarakat, serta menciptakan kondisi 

sosial yang aman dan kondusif. 

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, tujuan utama siyasah syar'iyyah 

adalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat selama kebijakan yang 

diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh 

karena itu, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan berbagai 

kebijakan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan zaman.
54

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ketenteraman 

dan ketertiban dalam perspektif Fikih Siyasah merupakan bagian dari 

tujuan penyelenggaraan pemerintahan Islam. Seorang pemimpin, termasuk 

kepala kampung, memiliki kewajiban untuk menciptakan kehidupan 

masyarakat yang aman, tertib, adil, dan harmonis melalui kebijakan yang 

berorientasi pada kemaslahatan umum, penegakan keadilan, penyelesaian 

konflik secara bijaksana, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. 
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D. Prinsip-Prinsip  Kepe mi mpinan Isla m 

Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah besar yang 

mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Kepemimpinan 

bukan sekadar sarana memperoleh kekuasaan, melainkan instrumen untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat serta menjaga keseimbangan kehidupan 

sosial sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dalam konteks ini, pembinaan 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat menjadi salah satu tujuan utama 

kepemimpinan dalam Islam, karena stabilitas sosial merupakan prasyarat 

tercapainya kesejahteraan dan keadilan. 

Dalam literatur klasik, Al-Mawardi menegaskan bahwa tujuan 

kepemimpinan adalah ḥifẓ ad-dīn wa siyāsat ad-dunyā (menjaga agama dan 

mengatur urusan dunia)
55

. Konsep ini menunjukkan bahwa kepemimpinan 

dalam Islam memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi spiritual dan dimensi 

sosial-politik. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat menjadi bagian 

integral dari kedua dimensi tersebut, karena tanpa stabilitas sosial, 

pelaksanaan ajaran agama dan aktivitas kehidupan masyarakat tidak dapat 

berjalan secara optimal. 

Lebih jauh, kepemimpinan dalam Islam berlandaskan pada prinsip-

prinsip normatif yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, serta ijtihad para 

ulama. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki 

implikasi praktis dalam kehidupan sosial, khususnya dalam menjaga 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Adapun prinsip-prinsip tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Keadilan (al-‘Adālah) 

Keadilan merupakan prinsip paling fundamental dalam 

kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin wajib berlaku adil dalam setiap 

kebijakan dan keputusan yang diambil, tanpa membedakan latar belakang 
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sosial, ekonomi, maupun kelompok tertentu. Prinsip ini ditegaskan dalam 

Al-Qur’an: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan...” (QS. An-Nahl: 90). 

Keadilan dalam konteks pembinaan masyarakat berarti memberikan 

perlakuan yang sama di hadapan hukum, menyelesaikan konflik secara 

objektif, serta memastikan distribusi sumber daya yang proporsional. 

Menurut Ibn Taymiyyah, keadilan merupakan fondasi utama tegaknya 

suatu negara, bahkan ia menyatakan bahwa “negara yang adil akan 

bertahan meskipun kafir, dan negara yang zalim akan runtuh meskipun 

Muslim”
56

. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan 

dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. 

2. Amanah (Tanggung Jawab dan Kepercayaan) 

Amanah merupakan prinsip yang menuntut pemimpin untuk 

menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. 

Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai kepercayaan yang harus 

dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada 

Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: 

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan 

Muslim). 

Prinsip amanah mengharuskan kepala kampung atau pemimpin lokal 

untuk bersikap jujur, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan 

pemerintahan. Dalam konteks ketenteraman dan ketertiban, amanah 

tercermin dalam kesungguhan pemimpin dalam menjaga keamanan 

masyarakat, menyelesaikan konflik secara adil, serta melindungi hak-hak 

warga
57

. 

                                             
56 Ibn Taymiyyah, Al-Siyasah al-Shar’iyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998). 
57 Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Daulah fi al-Islam (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997). 
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3. Musyawarah (Syūrā) 

Musyawarah merupakan prinsip partisipatif dalam Islam yang 

menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan. Al-Qur’an memuji orang-orang yang 

menyelesaikan urusan mereka melalui musyawarah (QS. Asy-Syūrā: 38). 

Prinsip ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak 

bersifat otoriter, melainkan inklusif dan demokratis dalam arti 

partisipatif. 

Dalam konteks pembinaan ketertiban masyarakat, musyawarah 

menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan konflik sosial, membangun 

kesepahaman, serta menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua 

pihak. Musyawarah juga memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil 

oleh pemimpin, karena melibatkan aspirasi masyarakat secara langsung
58

. 

4. Keteladanan (Uswah Hasanah) 

Keteladanan merupakan salah satu instrumen utama dalam 

kepemimpinan Islam. Pemimpin dituntut untuk menjadi contoh yang baik 

dalam ucapan, sikap, dan tindakan. Keteladanan memiliki kekuatan 

moral yang besar dalam memengaruhi perilaku masyarakat, karena  

masyarakat cenderung meniru apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. 

Nabi Muhammad SAW merupakan teladan utama dalam 

kepemimpinan yang mengedepankan akhlak mulia, kejujuran, dan 

keadilan. Dalam konteks pembinaan ketertiban, keteladanan pemimpin 

dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi norma dan aturan secara 

sukarela, tanpa harus dipaksa melalui mekanisme hukum yang represif
59

. 

5. Kemaslahatan (al-Maṣlaḥah) 

Prinsip kemaslahatan menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang 

diambil oleh pemimpin dalam Islam. Kemaslahatan diartikan sebagai 

segala sesuatu yang membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat. 

Dalam konsep maqāṣid al-sharī‘ah yang dikembangkan oleh Abu Hamid 

                                             
58 Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar’iyyah (Kairo: Dar al-Qalam, 1968) 
59 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 2007). 
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al-Ghazali, tujuan syariat adalah menjaga lima aspek utama, yaitu agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta
60

. 

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan bagian dari 

upaya menjaga jiwa dan harta, sehingga segala kebijakan yang bertujuan 

menciptakan keamanan dapat dikategorikan sebagai upaya mewujudkan 

kemaslahatan. Oleh karena itu, kepala kampung harus 

mempertimbangkan dampak sosial dari setiap kebijakan yang diambil, 

serta memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi 

masyarakat secara luas. 

6. Tanggung Jawab Sosial (Mas’uliyyah Ijtima’iyyah) 

Selain prinsip-prinsip di atas, kepemimpinan Islam juga menekankan 

pentingnya tanggung jawab sosial. Pemimpin tidak hanya bertanggung 

jawab terhadap aspek administratif, tetapi juga terhadap kesejahteraan 

sosial masyarakat. Hal ini mencakup upaya mengatasi kemiskinan, 

meningkatkan pendidikan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan 

nyaman. 

Dalam konteks ketertiban sosial, tanggung jawab sosial berarti 

memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap keamanan dan 

keadilan. Pemimpin harus peka terhadap permasalahan sosial yang terjadi 

di masyarakat, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 

mengatasinya
61

. 

7. Pencegahan Kerusakan (Dar’u al-Mafāsid) 

Prinsip dar’u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ (mencegah 

kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) menjadi 

pedoman penting dalam pengambilan kebijakan. Prinsip ini menekankan 

bahwa pemimpin harus mengutamakan upaya pencegahan terhadap 

potensi gangguan ketertiban, seperti konflik sosial, kriminalitas, dan 

penyimpangan norma. 

                                             
 60 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah, 1993). 
61 Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986). 
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Dalam praktiknya, kepala kampung dapat menerapkan prinsip ini 

melalui kebijakan preventif, seperti penguatan sistem keamanan 

lingkungan, penyuluhan hukum, serta pembinaan moral masyarakat. 

Dengan demikian, ketertiban dapat dijaga secara berkelanjutan tanpa 

harus bergantung pada tindakan represif
62

. 

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip kepemimpinan Islam memberikan 

kerangka normatif yang komprehensif dalam pembinaan ketenteraman dan 

ketertiban masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat teoritis, 

tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam konteks pemerintahan lokal, 

termasuk peran kepala kampung. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai 

keadilan, amanah, musyawarah, keteladanan, dan kemaslahatan, kepala 

kampung diharapkan mampu menciptakan kondisi sosial yang harmonis, 

aman, dan berkeadilan. 

Dengan demikian, kepemimpinan Islam tidak hanya berfungsi sebagai 

alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan 

spiritual masyarakat. Hal ini menjadikan ketenteraman dan ketertiban yang 

tercipta bersifat holistik, mencakup aspek hukum, sosial, dan spiritual, 

sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. 

 

                                             
62 Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 2007). 



BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A.  Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara atau prosedur ilmiah yang 

digunakan peneliti untuk memperoleh data, mengolah data, serta 

menjawab permasalahan penelitian secara sistematis. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif digunakan karena penelitian ini 

berangkat dari teori, konsep, dan ketentuan yang telah ada, kemudian 

digunakan sebagai landasan untuk menganalisis fakta-fakta yang 

ditemukan di lapangan. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis 

mengenai peran Kepala Kampung dalam pembinaan ketenteraman dan 

ketertiban masyarakat perspektif fikih siyasah. Melalui pendekatan 

deduktif, peneliti terlebih dahulu mengkaji teori-teori kepemimpinan, 

konsep ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta prinsip-prinsip fikih 

siyasah yang berkaitan dengan kepemimpinan. Selanjutnya, teori dan 

konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap data yang 

diperoleh dari hasil penelitian lapangan sehingga dapat diketahui 

kesesuaian antara praktik kepemimpinan Kepala Kampung dengan 

prinsip-prinsip yang terdapat dalam fikih siyasah. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta 

yang terjadi di lapangan, tetapi juga menganalisis fakta tersebut 

berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk 

memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperlukan langkah-langkah 

penelitian yang terstruktur sebagaimana diuraikan berikut ini. 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian 

lapangan dipilih karena peneliti ingin memperoleh informasi secara 

langsung mengenai peran Kepala Kampung dalam pembinaan 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kampung Srisawahan 

Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Kepala Kampung, 

aparat kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat 

yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan fokus 

penelitian. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan, dan 

menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam 

berdasarkan data yang diperoleh dari informan. Penelitian ini tidak 

bertujuan untuk menguji hipotesis ataupun menghasilkan generalisasi, 

melainkan untuk memahami secara komprehensif mengenai peran 

Kepala Kampung dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat di Kampung Srisawahan. 

Melalui penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan berbagai 

bentuk pembinaan yang dilakukan Kepala Kampung serta 

menganalisisnya berdasarkan perspektif fikih siyasah dengan 

menggunakan teori dan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya 

sebagai kerangka analisis. 
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B. Su mber Data 

Su mber data adalah Su mber yang dapat  me mberi kan infor masi tentang 

obje k penelitian berupa tulisan. Data dala m penelitian ini dapat dibagi 

menjadi dua su mber yaitu:
63

 

1. Su mber Data Pri mer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari lapangan oleh peneliti melalui interaksi dengan subjek penelitian. 

Data ini bersifat asli dan aktual karena dikumpulkan secara langsung 

tanpa melalui perantara, sehingga memiliki tingkat keakuratan yang 

tinggi dalam menggambarkan kondisi nyata di lokasi penelitian.
64

 

Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui 

wawancara dan observasi langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap 

memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan dalam pembinaan 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kampung Srisawahan 

Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah. Adapun informan 

yang menjadi sumber data primer meliputi enam orang masyarakat 

Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung 

Tengah, satu orang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat (Bhabinkamtibmas), serta Kepala Kampung Srisawahan 

Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah sebagai pemegang 

otoritas utama dalam pemerintahan kampung. Pemilihan informan 

dilakukan secara purposive (bertujuan), yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu, seperti dianggap paling mengetahui 

permasalahan yang diteliti.
65

 Dengan teknik ini, peneliti dapat 

memperoleh data yang lebih mendalam (in-depth data) dan relevan 

dengan fokus penelitian. 

Melalui sumber data primer ini, peneliti dapat menggali informasi 

secara komprehensif mengenai peran kepala kampung dalam pembinaan 

                                             
63 . Ibid.,11. 
64 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2019), hlm. 137 
65 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, hlm. 85 
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ketenteraman dan ketertiban masyarakat, termasuk bentuk kebijakan, 

strategi yang dilakukan, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Selain 

itu, data primer memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial 

secara langsung berdasarkan pengalaman dan pandangan informan. 

2. Su mber Data Se kunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung, yaitu melalui berbagai literatur, dokumen, arsip, maupun hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder 

berfungsi sebagai pendukung data primer sekaligus sebagai landasan 

teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.
66

 

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi 

kepustakaan (library research), yaitu dengan cara membaca, mencatat, dan 

mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku ilmiah, jurnal penelitian, 

serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembinaan 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sumber tersebut mencakup teori-

teori tentang pemerintahan desa, kepemimpinan, ketertiban sosial, serta 

kajian fiqih siyasah yang relevan. 

Selain itu, data sekunder juga meliputi dokumen resmi seperti 

laporan kegiatan pemerintah kampung, program kerja, serta arsip lain yang 

mendukung penelitian. Data ini digunakan untuk memberikan gambaran 

kontekstual serta memperkuat temuan lapangan. Penggunaan data 

sekunder juga memungkinkan peneliti melakukan triangulasi data, yaitu 

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data tersebut sebagai pembanding.
67

 Dengan demikian, data 

yang diperoleh dapat diuji kebenarannya sehingga meningkatkan validitas 

dan kredibilitas hasil penelitian. 

  

                                             
66 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 159 
67 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 330.  
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C. Te kni k Pengu mpulan Data 

Ada dua te kni k yang diguna kan peneliti dala m pengu mpulan data antara 

lain yaitu: 

1. Te kni k Wawancara(Interview) 

Wawancara adalah te kni k pengu mpulan data  melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang piha k 

yang  mewawancarai dan jawaban diberi kan oleh yang diwawancara.
68

 

Adapun jenis wawancara yang diguna kan dala m penelitian ini adalah 

wawancara bebas terpi mpin, di mana Peneliti  me mbuat Pedo man po ko k 

wawancara saja,  ke mudian dala m penge mbangannya dila ku kan sesuai 

proses Wawancara yang berlangsung. 

Te kni k ini diguna kan untu k  menggali infor masi tentang strategi, 

tantangan dan efe ktivitas peran  kepala  ka mpung sebagai Pe mbina 

 ketentra man dan  ketertiban  Masyara kat. 

2. Te kni k Do ku mentasi 

Do ku mentasi adalah salah satu  metode pengu mpulan data yang 

diguna kan dala m  metodologi sosial, pada intinya  metode do ku mentasi 

adalah  metode yang diguna kan untu k  menelusuri histori. Sebagian data 

yang tersedia berbentu k surat-surat, catatan harian, laporan dan 

sebagainya.
69

 Te kni k ini diguna kan sebagai penunjang pengu mpulan data 

 melalui proses wawancara. Te kni k ini diguna kan untu k untu k 

 me mperoleh do ku men berupa catatan, trans kip, bu ku, surat  kabar, 

 majalah, notulen, agenda, dan lain-lain yang ber kaitan dengan penelitian 

penulis. 

D. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa 

data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di 

lapangan. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi aspek penting 

karena hasil penelitian sangat bergantung pada ketepatan informasi yang 

                                             
68 S. Nasution,  Metode Research, (Penelitian Il miah), (Ja karta: Bu mi A ksara, 2012), 105. 
69 Burhan Bungin,  Metode Penelitian Sosial dan E kono mi, (Ja karta:  Kencana Prenada 

 Media Grup, 2013), 153-154. 
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diberikan oleh informan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi sebagai upaya untuk menguji kredibilitas data penelitian. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan 

membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu 

Kepala Kampung Srisawahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, 

tokoh agama, dan warga masyarakat. Informasi yang disampaikan oleh 

Kepala Kampung mengenai upaya pembinaan ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat kemudian dibandingkan dengan keterangan dari aparat keamanan 

dan masyarakat untuk melihat tingkat kesesuaian data yang diperoleh. 

Selain triangulasi sumber, penelitian ini juga menggunakan triangulasi 

teknik. Data yang diperoleh melalui wawancara selanjutnya diperiksa dan 

diperkuat melalui observasi lapangan serta dokumentasi yang berkaitan 

dengan kegiatan pemerintahan kampung, musyawarah masyarakat, 

pembinaan sosial, dan aktivitas keamanan lingkungan. Dengan demikian, 

data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari pernyataan informan, tetapi 

juga didukung oleh fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian 

berlangsung. 

Hasil triangulasi menunjukkan adanya kesesuaian informasi antara Kepala 

Kampung, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan warga 

mengenai peran Kepala Kampung dalam membina ketenteraman dan 

ketertiban masyarakat. Seluruh informan pada prinsipnya memberikan 

keterangan yang relatif sama mengenai pelaksanaan musyawarah kampung, 

penyelesaian konflik melalui mediasi, pelibatan tokoh agama dan sesepuh, 

serta koordinasi dengan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas sosial 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan melalui triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik tersebut, data yang digunakan dalam penelitian ini dinilai memiliki 

tingkat kredibilitas yang memadai. Oleh karena itu, temuan penelitian 

mengenai peran Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan Punggur 

Kabupaten Lampung Tengah dalam membina ketenteraman dan ketertiban 
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masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan digunakan 

sebagai dasar dalam melakukan analisis perspektif fikih siyasah. 

E. Te kni k Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan, mengelompokkan, 

dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terus-

menerus sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian 

selesai. 

Data yang diperoleh dari Kepala Kampung Srisawahan, 

Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat kemudian 

dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

deduktif. Pendekatan deduktif dilakukan dengan cara menjadikan teori 

kepemimpinan, konsep ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta prinsip-

prinsip fikih siyasah sebagai kerangka analisis untuk menelaah fakta-fakta 

yang ditemukan di lapangan. 

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan 

memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian. 

Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis 

sehingga memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Tahap 

terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan cara membandingkan temuan 

lapangan dengan teori dan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya untuk 

mengetahui kesesuaian antara praktik yang terjadi di lapangan dengan prinsip-

prinsip fikih siyasah. 

Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dari hal-hal 

yang bersifat umum berupa teori, konsep, dan ketentuan fikih siyasah menuju 

fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan, sehingga menghasilkan 

kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

. 

  



BAB IV  

HASIL PENELITIAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Srisawahan Kecamatan. 

Punggur Kabupaten. Lampung Tengah yang secara administratif berada 

di wilayah Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi 

Lampung. Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. 

Lampung Tengah merupakan salah satu wilayah pedesaan yang memiliki 

karakteristik masyarakat agraris dengan kehidupan sosial yang masih 

kuat menjunjung nilai kekeluargaan, gotong royong, serta musyawarah 

dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadikan Kampung 

Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah relevan 

sebagai lokasi penelitian mengenai peran kepala kampung dalam 

pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam perspektif 

fiqih siyasah. 

Secara administratif, Kabupaten Lampung Tengah merupakan 

salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Lampung yang memiliki 

wilayah cukup luas dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi 

dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Lampung. Kabupaten ini 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi undang-undang.
70

  Kabupaten 

Lampung Tengah memiliki posisi strategis karena berada di bagian 

tengah Provinsi Lampung dan menjadi penghubung antara beberapa 

wilayah kabupaten/kota lainnya. 

                                             
70   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, https://peraturan.bpk.go.id 
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Kecamatan Punggur sebagai wilayah administratif tempat 

Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung 

Tengah berada merupakan salah satu kecamatan yang memiliki 

perkembangan cukup pesat dalam sektor pertanian, perdagangan, dan 

pelayanan masyarakat. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan 

Punggur menggantungkan hidup pada sektor pertanian, terutama 

persawahan, perkebunan, dan peternakan. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh lahan produktif dan 

sistem irigasi yang cukup baik.
71

 

Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung 

Tengah sendiri memiliki karakteristik wilayah pedesaan dengan kondisi 

geografis yang relatif datar dan subur. Sebagian besar wilayah kampung 

dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. 

Persawahan menjadi sektor utama yang menopang kehidupan ekonomi 

masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan lahan untuk 

perkebunan singkong, jagung, dan tanaman hortikultura lainnya yang 

menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga setempat. 

Secara geografis, Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur 

Kabupaten. Lampung Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Saptomulyo  

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung 

Timur  

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sritejokencono  

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Metro  

Posisi geografis tersebut menunjukkan bahwa Kampung 

Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah memiliki 

letak yang cukup strategis karena berada di jalur penghubung beberapa 

wilayah administratif. Kedekatan dengan Kota Metro turut memberikan 
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pengaruh terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, 

terutama dalam bidang perdagangan, pendidikan, dan mobilitas 

penduduk. Interaksi masyarakat dengan wilayah luar kampung 

berlangsung cukup aktif sehingga memunculkan dinamika sosial yang 

beragam dalam kehidupan masyarakat. 

Dari aspek demografis, masyarakat Kampung Srisawahan 

Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah terdiri dari berbagai 

latar belakang sosial dan ekonomi. Mayoritas penduduk bekerja sebagai 

petani dan buruh tani, sedangkan sebagian lainnya bekerja sebagai 

pedagang, wiraswasta, buruh harian, serta pegawai pemerintahan. 

Tingkat pendidikan masyarakat juga cukup beragam, mulai dari lulusan 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Variasi kondisi sosial tersebut 

menciptakan pola interaksi sosial yang dinamis di tengah kehidupan 

masyarakat kampung. 

Dalam konteks sosial budaya, masyarakat Kampung Srisawahan 

Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah masih memegang 

teguh nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. 

Budaya gotong royong masih menjadi bagian penting dalam kehidupan 

masyarakat, terutama dalam kegiatan pembangunan fasilitas umum, 

kegiatan keagamaan, serta aktivitas sosial lainnya. Tradisi musyawarah 

juga masih sering digunakan sebagai sarana penyelesaian persoalan 

masyarakat sebelum melibatkan aparat pemerintahan atau penegak 

hukum.
72

 

Nilai kekeluargaan yang kuat menjadi salah satu karakter utama 

masyarakat kampung. Hubungan antarwarga u  mumnya terjalin dengan 

baik karena adanya kedekatan sosial dan emosional dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam 

berbagai kegiatan sosial seperti kerja bakti, pengajian, ronda malam, 

hingga kegiatan adat dan keagamaan. Kehidupan sosial yang demikian 
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50 
 

 

menjadi modal sosial penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban 

masyarakat. 

Namun demikian, perkembangan zaman dan arus modernisasi juga 

membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Kampung 

Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah. 

Perubahan pola pikir masyarakat, perkembangan teknologi informasi, 

serta meningkatnya mobilitas sosial turut memengaruhi pola hubungan 

sosial masyarakat. Dalam kondisi tertentu, perubahan tersebut dapat 

memunculkan berbagai persoalan sosial seperti konflik antarwarga, 

kenakalan remaja, pelanggaran norma sosial, hingga menurunnya 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
73

 

Dalam situasi tersebut, pemerintah kampung memiliki peranan 

yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Kepala 

kampung sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat lokal memiliki 

tanggung jawab dalam menciptakan suasana masyarakat yang aman, 

tertib, dan harmonis. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan 

pelaksanaan administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup fungsi 

pembinaan sosial, mediasi konflik, serta penguatan nilai-nilai 

kebersamaan di tengah masyarakat. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

kepala desa atau kepala kampung memiliki tugas menyelenggarakan 

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
74

 Ketentuan tersebut 

menunjukkan bahwa kepala kampung tidak hanya bertugas sebagai 

administrator pemerintahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial 

dalam membina kehidupan masyarakat agar tetap tertib dan kondusif. 

Dalam perspektif fiqih siyasah, kepemimpinan memiliki tujuan 

utama untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Pemimpin 

dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keamanan, 
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ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat. Konsep tersebut sejalan 

dengan prinsip siyasah syar’iyyah yang menempatkan pemimpin sebagai 

penjaga kepentingan umum dan pelindung masyarakat dari berbagai 

bentuk kerusakan sosial.
75

 Oleh karena itu, kepala kampung memiliki 

posisi strategis dalam menjaga ketenteraman masyarakat melalui 

kebijakan, pembinaan, dan pendekatan sosial yang dilakukan secara 

langsung kepada warga. 

Selain itu, kondisi sosial masyarakat Kampung Srisawahan 

Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah yang cukup 

heterogen menuntut kepala kampung untuk mampu menjalankan fungsi 

kepemimpinan secara efektif. Kepala kampung dituntut mampu menjadi 

mediator dalam menyelesaikan konflik sosial, membangun komunikasi 

dengan masyarakat, serta menciptakan suasana pemerintahan yang 

partisipatif. Keberhasilan kepala kampung dalam menjalankan peran 

tersebut akan sangat memengaruhi stabilitas sosial dan ketertiban 

masyarakat di lingkungan kampung. 

Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung 

Tengah juga memiliki kehidupan keagamaan yang cukup aktif. Mayoritas 

masyarakat beragama Islam dan rutin melaksanakan kegiatan keagamaan 

seperti pengajian, yasinan, peringatan hari besar Islam, serta kegiatan 

sosial keagamaan lainnya. Kehidupan religius tersebut menjadi salah satu 

faktor pendukung dalam menjaga ketertiban masyarakat karena nilai-nilai 

agama masih dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat.
76

 

Dalam pelaksanaan kehidupan pemerintahan kampung, masyarakat 

juga cukup aktif dalam mengikuti kegiatan musyawarah kampung, 

pembangunan desa, serta program-program sosial kemasyarakatan. 

Partisipasi masyarakat tersebut menunjukkan adanya hubungan yang 

cukup baik antara pemerintah kampung dan masyarakat dalam 

menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. 

                                             
75 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 15 
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Meskipun demikian, berbagai tantangan sosial tetap menjadi 

perhatian pemerintah kampung. Permasalahan seperti perselisihan 

antarwarga, persoalan remaja, pelanggaran norma sosial, dan persoalan 

keamanan lingkungan memerlukan perhatian serius dari pemerintah 

kampung agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar. 

Oleh sebab itu, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat 

menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pemerintahan 

kampung. 

Dengan kondisi sosial yang dinamis tersebut, Kampung 

Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah menjadi 

lokasi penelitian yang tepat untuk mengkaji peran kepala kampung dalam 

pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dinamika sosial 

yang terjadi di tengah masyarakat memberikan gambaran nyata mengenai 

pentingnya kepemimpinan lokal dalam menjaga stabilitas sosial dan 

menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis. 

2. Kantor Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. 

Lampung Tengah 

Kantor Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur 

Kabupaten. Lampung Tengah merupakan pusat penyelenggaraan 

pemerintahan kampung yang memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan 

administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, koordinasi 

pembangunan, serta pembinaan sosial kemasyarakatan. Kantor kepala 

kampung menjadi tempat utama dalam menjalankan aktivitas 

pemerintahan sekaligus sebagai pusat komunikasi antara pemerintah 

kampung dan masyarakat. 

Dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia, kantor kepala 

kampung memiliki kedudukan strategis sebagai pusat pelayanan publik 

di tingkat lokal. Seluruh aktivitas administrasi masyarakat, seperti 

pengurusan surat menyurat, administrasi kependudukan, surat 
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keterangan, serta pelayanan sosial masyarakat dilaksanakan melalui 

kantor kepala kampung.
77

 

Secara struktural, pemerintahan Kampung Srisawahan Kecamatan. 

Punggur Kabupaten. Lampung Tengah dipimpin oleh seorang kepala 

kampung yang dibantu oleh perangkat kampung yang terdiri dari 

sekretaris kampung, kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), kepala 

dusun, serta unsur lembaga kemasyarakatan lainnya. Struktur tersebut 

dibentuk untuk membantu kepala kampung dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat secara 

efektif. 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 

Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa, perangkat desa memiliki tugas membantu kepala desa dalam 

pelaksanaan urusan pemerintahan, administrasi, dan pelayanan 

masyarakat.
78

 Dalam praktiknya, perangkat kampung di Srisawahan 

berjumlah sekitar sepuluh orang yang terdiri dari kepala kampung, 

sekretaris, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. 

Kantor kepala kampung juga menjadi pusat kegiatan musyawarah 

masyarakat. Berbagai persoalan sosial masyarakat biasanya dibahas 

melalui forum musyawarah yang melibatkan aparat kampung, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, serta warga setempat. Musyawarah tersebut 

menjadi sarana penting dalam menyelesaikan persoalan masyarakat 

secara kekeluargaan dan menjaga stabilitas sosial di lingkungan 

kampung. 

Selain berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, kantor 

kepala kampung juga berperan sebagai pusat pembinaan ketenteraman 

dan ketertiban masyarakat. Berbagai persoalan seperti konflik 

antarwarga, pelanggaran norma sosial, persoalan keamanan lingkungan, 
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hingga kegiatan ronda malam sering dikoordinasikan melalui kantor 

kepala kampung. Dalam kondisi tertentu, kepala kampung juga bekerja 

sama dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga 

kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas keamanan lingkungan. 

Secara fisik, kantor kepala kampung umumnya dilengkapi dengan 

ruang pelayanan masyarakat, ruang kerja kepala kampung, ruang 

perangkat kampung, serta ruang musyawarah. Keberadaan fasilitas 

tersebut bertujuan untuk menunjang efektivitas pelayanan publik dan 

koordinasi pemerintahan kampung. Kondisi kantor yang representatif 

juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat. 

Dalam perspektif sosial, kantor kepala kampung tidak hanya 

berfungsi sebagai tempat administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai 

simbol kehadiran negara di tengah masyarakat. Kantor kampung menjadi 

tempat masyarakat menyampaikan aspirasi, keluhan, dan berbagai 

kebutuhan sosial lainnya. Oleh karena itu, keberadaan kantor kepala 

kampung memiliki peran strategis dalam membangun hubungan antara 

pemerintah dan masyarakat. 

Keberadaan kantor Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. 

Punggur Kabupaten. Lampung Tengah juga sangat penting dalam 

mendukung pelaksanaan fungsi kepemimpinan kepala kampung dalam 

pembinaan masyarakat. Melalui kantor tersebut, kepala kampung dapat 

menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, serta pengambilan 

kebijakan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat. 

Dengan demikian, kantor Kepala Kampung Srisawahan 

Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah tidak hanya berfungsi 

sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat 

pengendalian sosial, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian berbagai 

persoalan sosial di lingkungan kampung. Keberadaan kantor tersebut 
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menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya kehidupan 

masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis. 

B. Analisis Peran  Kepala  Kampung Dalam  Membina  Ketentraman dan 

 Ketertiban  Masyara Kat di  Ka mpung Srisawahan 

1. Kebijakan Kepala Kampung yang Berorientasi pada Keadilan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Srisawahan 

Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, ditemukan bahwa 

salah satu strategi utama yang dilakukan Kepala Kampung dalam 

membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah melalui 

kebijakan yang berorientasi pada Keadilan.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala 

Kampung Srisawahan, diketahui bahwa setiap kebijakan yang diambil 

dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat selalu 

mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, dan kepentingan 

bersama. Kepala kampung menyampaikan bahwa dalam menyelesaikan 

berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, pemerintah kampung 

tidak membedakan status sosial, suku, agama, maupun kedekatan 

personal dengan pihak-pihak yang berselisih. Seluruh masyarakat 

diperlakukan sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil 

musyawarah bersama. Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. 

Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, R1 Supiyono, Menjelaskan 

bahwa "Setiap ada persoalan di masyarakat, kami selalu mengutamakan 

musyawarah. Semua pihak kami dengarkan keterangannya terlebih 

dahulu, kemudian kami mencari solusi yang adil tanpa memihak siapa 

pun. Kami tidak melihat apakah dia keluarga, tokoh masyarakat, atau 

warga biasa, semuanya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan 

perlakuan yang adil."
79

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepala kampung berupaya 

menerapkan prinsip keadilan dalam setiap pengambilan keputusan. 
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Kebijakan yang diterapkan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi 

ataupun golongan tertentu, melainkan berorientasi pada penyelesaian 

masalah secara objektif demi menjaga keharmonisan masyarakat. 

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan warga R4 (P) yang 

menyatakan bahwa "Pak Kepala Kampung selalu mengajak perangkat 

kampung dan tokoh masyarakat untuk bermusyawarah sebelum 

mengambil keputusan, terutama jika menyangkut konflik antarwarga. 

Dengan cara itu masyarakat merasa dilibatkan dan keputusan yang 

diambil dianggap lebih adil."
80

 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kepala 

kampung dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat 

telah mencerminkan prinsip keadilan melalui mekanisme musyawarah, 

keterbukaan, dan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga. 

Pendekatan tersebut bertujuan untuk menghindari munculnya 

kecemburuan sosial, menjaga kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah kampung, serta memperkuat persatuan dan kerukunan 

antarwarga. 

Dalam perspektif Fikih Siyasah, kebijakan tersebut sejalan dengan 

prinsip taṣarruf al-imām 'ala ar-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah, yaitu 

bahwa setiap kebijakan pemimpin harus diarahkan untuk mewujudkan 

kemaslahatan masyarakat. Sikap adil yang ditunjukkan kepala kampung 

juga sesuai dengan perintah Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 58 agar 

setiap pemimpin menjalankan amanah dan menetapkan keputusan secara 

adil. Dengan demikian, kebijakan kepala kampung tidak hanya 

memenuhi aspek administratif pemerintahan, tetapi juga mencerminkan 

nilai-nilai kepemimpinan dalam Fikih Siyasah yang mengutamakan 

keadilan, kemaslahatan, dan persatuan masyarakat. 
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2. Kepala Kampung Menyelenggarakan Musyawarah sebagai Sarana 

Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban 

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah kuatnya budaya 

musyawarah yang diterapkan oleh Kepala Kampung Srisawahan 

Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah dalam menjalankan 

fungsi pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Musyawarah 

tidak hanya digunakan sebagai mekanisme pengambilan keputusan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan kampung, tetapi juga menjadi sarana 

untuk membangun komunikasi, memperkuat partisipasi masyarakat, serta 

mencegah terjadinya konflik sosial di lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung Srisawahan 

Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, Bapak Supiyono, 

diketahui bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan 

masyarakat selalu dibahas terlebih dahulu melalui forum musyawarah. 

Menurut beliau, keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah akan 

lebih mudah diterima oleh masyarakat karena masyarakat merasa 

dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. 

Bapak Supiyono menjelaskan bahwa dirinya tidak dapat menjalankan 

pemerintahan kampung seorang diri. Oleh karena itu, dalam setiap 

pembahasan mengenai persoalan kampung, dirinya selalu melibatkan 

tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh kampung, pemuda, serta unsur 

keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Keterlibatan berbagai 

unsur masyarakat tersebut bertujuan agar setiap keputusan yang diambil 

benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan Bapak R2 (S) selaku 

Babinsa yang menyatakan bahwa budaya musyawarah di Kampung 

Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah telah 

menjadi salah satu faktor utama yang menjaga stabilitas sosial 

masyarakat. Menurutnya, hampir seluruh persoalan yang muncul di 
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masyarakat terlebih dahulu dibahas secara kekeluargaan melalui forum 

musyawarah sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
81

 

Hal senada juga disampaikan oleh warga Kampung Srisawahan 

Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah R4 (P) yang 

menyatakan bahwa Kepala Kampung selalu membuka ruang dialog 

kepada masyarakat. Warga merasa bahwa aspirasi mereka didengar dan 

dipertimbangkan dalam setiap pengambilan kebijakan kampung. Kondisi 

tersebut menimbulkan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dihasilkan 

sehingga masyarakat lebih mudah menerima dan melaksanakan 

keputusan yang telah disepakati bersama.
82

 

Dalam konteks pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, 

musyawarah memiliki fungsi preventif yang sangat penting. Melalui 

forum musyawarah, berbagai potensi konflik dapat dideteksi sejak dini 

sehingga pemerintah kampung dapat mengambil langkah-langkah 

penyelesaian sebelum konflik tersebut berkembang menjadi gangguan 

keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, musyawarah 

berfungsi sebagai sarana deteksi dini terhadap berbagai persoalan sosial 

yang muncul di tengah masyarakat. 

Selain berfungsi sebagai sarana pencegahan konflik, musyawarah juga 

menjadi media penyelesaian berbagai persoalan sosial yang terjadi di 

masyarakat. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan 

antarwarga, Kepala Kampung lebih mengutamakan pendekatan 

musyawarah dibandingkan pendekatan represif. Pendekatan tersebut 

dinilai lebih efektif karena mampu menjaga hubungan sosial antarwarga 

setelah permasalahan selesai diselesaikan. 

Penerapan pola kepemimpinan partisipatif tersebut memberikan dampak 

yang signifikan terhadap terciptanya ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan 

                                             
81 R2 (S) babinsa Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung 

Tengah, wawancara 04 juni 2026 
82 R5 (A) Warga Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, 
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keputusan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab bersama terhadap 

keberhasilan program kampung. Selain itu, partisipasi masyarakat juga 

dapat memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah kampung karena 

keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama. 

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pentingnya 

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa, masyarakat diberikan ruang untuk 

terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan 

pembangunan desa. Oleh karena itu, musyawarah merupakan salah satu 

bentuk implementasi prinsip partisipatif dalam penyelenggaraan 

pemerintahan kampung. 

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan konsep pembangunan masyarakat, 

musyawarah merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat 

karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif 

dalam menentukan arah pembangunan kampung. Melalui musyawarah, 

masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi 

juga menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri. 

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa musyawarah merupakan instrumen yang sangat 

penting dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di 

Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung 

Tengah. Melalui musyawarah, Kepala Kampung mampu membangun 

komunikasi yang efektif dengan masyarakat, memperkuat partisipasi 

masyarakat, mencegah terjadinya konflik sosial, serta menciptakan 

kebijakan yang lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. 

Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya 

kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan tertib. 

3. Penempatan Peran Berdasarkan Kemampuan dan Kompetensi 

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya prinsip 

penempatan peran berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang 
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diterapkan oleh Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur 

Kabupaten. Lampung Tengah dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. 

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Kepala Kampung tidak 

menentukan seseorang untuk mengemban suatu tugas berdasarkan usia, 

kedekatan pribadi, ataupun status sosial, melainkan berdasarkan 

kemampuan, pengalaman, serta kompetensi yang dimiliki oleh individu 

tersebut. 

Bapak R1 Supiyono menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program 

kampung sangat ditentukan oleh orang-orang yang menjalankannya. 

Oleh karena itu, setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah 

kampung selalu mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan 

masyarakat yang akan dilibatkan. Menurut beliau, seseorang yang 

memiliki kemampuan dan pengalaman dalam suatu bidang akan lebih 

mampu melaksanakan tugas secara efektif dibandingkan seseorang yang 

dipilih hanya karena faktor kedekatan atau pertimbangan nonkompetensi 

lainnya.
83

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak R3 (M) selaku Babinkam yang 

menyatakan bahwa Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur 

Kabupaten. Lampung Tengah dikenal sebagai sosok yang bijaksana 

dalam menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

Menurutnya, apabila terdapat kegiatan keagamaan maka yang diberikan 

tanggung jawab adalah orang yang memiliki pemahaman agama yang 

baik, sedangkan untuk kegiatan pertanian atau pembangunan kampung 

biasanya dipilih masyarakat yang memiliki pengalaman dan kemampuan 

di bidang tersebut.
84

 

Hal serupa juga disampaikan oleh warga R6 (A) yang menyatakan bahwa 

Kepala Kampung memahami karakter dan kemampuan masyarakatnya 

dengan baik. Kondisi tersebut membuat masyarakat merasa dihargai 

                                             
83 R1 Supiyono Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung 

Tengah, wawancara 03 juni 2026 
84 R3 (M) selaku babinkam Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. 

Lampung Tengah, wawancara 04 juni 2026 
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karena diberikan kesempatan berkontribusi sesuai kemampuan yang 

dimiliki.
85

 

Dalam perspektif administrasi pemerintahan, prinsip ini dikenal dengan 

istilah the right man on the right place, yaitu menempatkan seseorang 

pada posisi yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Prinsip 

tersebut sangat penting karena dapat meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan program sekaligus meminimalisasi terjadinya kesalahan 

dalam pelaksanaan tugas. 

Selain meningkatkan efektivitas program, kebijakan tersebut juga 

berkontribusi terhadap terciptanya ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat. Penempatan tugas yang dilakukan secara adil dan objektif 

mampu mengurangi potensi kecemburuan sosial yang dapat muncul 

apabila jabatan atau tugas tertentu diberikan berdasarkan kedekatan 

personal. Masyarakat akan lebih mudah menerima keputusan pemerintah 

kampung karena merasa bahwa penentuan tugas dilakukan secara 

transparan dan berdasarkan kemampuan. 

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, tindakan Kepala Kampung tersebut mencerminkan pelaksanaan 

fungsi pembinaan kemasyarakatan yang bertujuan meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat 

akan lebih optimal apabila masyarakat diberikan kesempatan untuk 

berkontribusi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penempatan peran 

berdasarkan kemampuan dan kompetensi merupakan salah satu strategi 

Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung 

Tengah dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 

Melalui kebijakan tersebut, tercipta rasa keadilan, kepercayaan, serta 

partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan kampung yang pada 

                                             
85 R6 (A) Warga Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, 

wawancara 04 juni 2026 
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akhirnya mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis 

dan kondusif. 

4. Kepala Kampung Melibatkan Tokoh Agama dan Sesepuh dalam Menjaga 

Keharmonisan Sosial 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama dan sesepuh 

kampung memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kampung Srisawahan 

Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah. Kepala Kampung 

secara aktif melibatkan tokoh agama dan sesepuh dalam berbagai 

kegiatan kemasyarakatan maupun dalam penyelesaian persoalan yang 

terjadi di tengah masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak R1 Supiyono, diketahui 

bahwa tokoh agama memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan 

masyarakat. Menurut beliau, masyarakat cenderung lebih mudah 

menerima nasihat dan arahan dari tokoh agama karena memiliki 

kedudukan yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.
86

 

Keterangan tersebut diperkuat oleh Bhabinkamtibmas R3 (M) yang 

menyatakan bahwa berbagai persoalan yang muncul di masyarakat 

sering kali dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan yang 

melibatkan tokoh agama dan sesepuh kampung. Kehadiran tokoh agama 

dianggap mampu meredam emosi pihak-pihak yang berselisih sehingga 

proses mediasi dapat berjalan lebih efektif.
87

 

Selain itu, warga R5 (A) juga menjelaskan bahwa tokoh agama sering 

menjadi tempat masyarakat meminta nasihat ketika menghadapi 

permasalahan keluarga maupun sosial.
88

 Hal ini menunjukkan bahwa 

keberadaan tokoh agama dan sesepuh tidak hanya berfungsi dalam 

                                             
86 R1 Supiyono Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung 

Tengah, wawancara 03 juni 2026 
87 R3 (M), selaku Bhabinkamtibmas Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur 

Kabupaten. Lampung Tengah, wawancara 04 Juni 2026 
88 R5 (A) Warga Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, 

wawancara 04 juni 2026 
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kegiatan keagamaan, tetapi juga memiliki peran sosial yang sangat besar 

dalam menjaga keharmonisan masyarakat. 

Menurut teori modal sosial, kepercayaan merupakan salah satu unsur 

utama yang dapat memperkuat kerja sama sosial dalam masyarakat. 

Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap seseorang atau 

lembaga, maka proses komunikasi, koordinasi, dan penyelesaian masalah 

akan berjalan lebih mudah. Dalam konteks Kampung Srisawahan 

Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, kepercayaan 

masyarakat terhadap tokoh agama dan sesepuh menjadi faktor yang 

mendukung keberhasilan pembinaan ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat. 

Selain itu, keterlibatan tokoh agama juga menunjukkan bahwa 

pembinaan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui pendekatan 

struktural oleh pemerintah kampung, tetapi juga melalui pendekatan 

kultural dan religius. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena sesuai 

dengan karakteristik masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi 

nilai-nilai agama dan penghormatan kepada tokoh masyarakat. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan tokoh agama 

dan sesepuh merupakan bentuk pemanfaatan modal sosial (social capital) 

yang dimiliki masyarakat Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur 

Kabupaten. Lampung Tengah. Modal sosial berupa kepercayaan 

masyarakat terhadap tokoh agama menjadi aset penting dalam 

menciptakan stabilitas sosial tokoh agama dan sesepuh kampung 

memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membantu Kepala 

Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung 

Tengah membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Melalui 

pengaruh moral dan sosial yang dimiliki, tokoh agama dan sesepuh 

mampu menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam menjaga 

keharmonisan kehidupan masyarakat. 
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5. Sinergi Kepala Kampung, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya sinergi yang kuat antara 

Kepala Kampung, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat di Kampung Srisawahan 

Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah. Ketiga unsur 

tersebut membentuk suatu kerja sama yang dikenal sebagai tiga pilar 

keamanan di tingkat kampung. 

Bapak R1 Supiyono menjelaskan bahwa koordinasi dengan Babinsa dan 

Bhabinkamtibmas dilakukan secara rutin, baik melalui pertemuan formal 

maupun komunikasi informal. Menurut beliau, koordinasi yang baik 

sangat penting untuk mengetahui perkembangan situasi masyarakat dan 

mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan sejak dini.
89

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak R2 (S)  Babinsa yang 

menjelaskan bahwa tugas Babinsa tidak hanya berkaitan dengan aspek 

pertahanan, tetapi juga membantu pemerintah kampung dalam menjaga 

stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi yang intensif 

dengan Kepala Kampung dan Bhabinkamtibmas menjadi hal yang 

sangat penting.
90

 

Hal senada juga disampaikan oleh Bhabinkamtibmas R3 (M) yang 

menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada 

pembinaan dan kemitraan dengan masyarakat. Kehadiran aparat 

keamanan di tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman 

sekaligus membangun hubungan yang harmonis antara aparat dan 

warga.
91

 

Kerja sama tersebut menciptakan sistem keamanan yang bersifat 

preventif. Artinya, berbagai potensi gangguan keamanan dapat dideteksi 

dan ditangani sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. 

                                             
89 R1 Supiyono Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung 

Tengah, wawancara 03 juni 2026 
90 R2 (S) Babinsa Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung 

Tengah, wawancara 04 juni 2026 
91 R3 (M) Bhabinkamtibmas, Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. 

Lampung Tengah, wawancara 04 juni 2026 
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Pendekatan preventif dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan 

represif karena dapat mencegah munculnya dampak sosial yang lebih 

luas. Jika dikaitkan dengan konsep good governance, sinergi antara 

pemerintah kampung dan aparat keamanan menunjukkan adanya 

koordinasi antarlembaga yang baik dalam menjalankan fungsi pelayanan 

kepada masyarakat. Kolaborasi tersebut juga mencerminkan prinsip 

partisipatif dan responsif dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, sinergi tiga pilar ini 

merupakan bentuk kolaborasi yang efektif dalam menciptakan 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kepala Kampung berfungsi 

sebagai pemimpin pemerintahan dan pembina masyarakat, Babinsa 

berperan dalam aspek ketahanan wilayah, sedangkan Bhabinkamtibmas 

berperan dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. sinergi 

antara Kepala Kampung, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas merupakan 

faktor penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di 

Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung 

Tengah. Melalui koordinasi yang baik, berbagai potensi gangguan 

keamanan dapat dicegah sehingga tercipta kondisi masyarakat yang 

aman, nyaman, dan kondusif. 

6. Peran Kepala Kampung dalam Penyelesaian Konflik Sosial 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kepala Kampung Srisawahan 

Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah memiliki peran yang 

sangat penting dalam penyelesaian berbagai konflik sosial yang terjadi di 

masyarakat. Konflik yang muncul umumnya berkaitan dengan persoalan 

hubungan antarwarga, sengketa keluarga, perbedaan pendapat, maupun 

persoalan sosial lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas, diketahui 

bahwa penyelesaian konflik di Kampung Srisawahan Kecamatan. 

Punggur Kabupaten. Lampung Tengah lebih mengutamakan pendekatan 

mediasi dan musyawarah. Ketika terjadi konflik, langkah pertama yang 

dilakukan adalah mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk 
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mencari solusi bersama dengan melibatkan Kepala Kampung, tokoh 

agama, sesepuh kampung, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. 

Bapak R1 Supiyono menjelaskan bahwa penyelesaian konflik melalui 

musyawarah lebih efektif karena mampu menjaga hubungan baik 

antarwarga setelah konflik selesai. Menurut beliau, tujuan utama 

penyelesaian konflik bukan hanya menemukan pihak yang benar atau 

salah, tetapi mengembalikan keharmonisan hubungan sosial 

masyarakat.
92

 

Keterangan tersebut diperkuat oleh beberapa warga yang pernah 

menyaksikan proses penyelesaian konflik di kampung. Mereka 

menyatakan bahwa Kepala Kampung selalu berusaha bersikap netral dan 

mengutamakan perdamaian sehingga kedua belah pihak dapat menerima 

hasil musyawarah dengan baik. 

Selain itu, penyelesaian konflik melalui mediasi juga memiliki kelebihan 

karena dapat menjaga persatuan masyarakat. Berbeda dengan 

penyelesaian melalui jalur hukum yang sering kali menghasilkan pihak 

menang dan pihak kalah, mediasi lebih menekankan pada pencapaian  

solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. 

Dalam perspektif pembinaan masyarakat, kemampuan Kepala Kampung 

dalam menyelesaikan konflik menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya 

berperan sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai 

pemimpin sosial yang bertanggung jawab menjaga keharmonisan 

masyarakat. Kemampuan tersebut sangat penting karena konflik yang 

tidak terselesaikan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan 

ketertiban masyarakat. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Kampung 

Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah dalam 

penyelesaian konflik sosial merupakan salah satu faktor utama yang 

mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 

                                             
92 R1 Supiyono Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung 

Tengah, wawancara 03 juni 2026 
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Pendekatan mediasi yang mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, 

dan perdamaian terbukti mampu menjaga hubungan sosial masyarakat 

sekaligus mencegah berkembangnya konflik yang lebih besar, 

Pendekatan ini sangat sesuai diterapkan dalam masyarakat pedesaan yang 

memiliki hubungan sosial yang erat. 

 

C. Analisis Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Kepala Kampung 

dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat. 

Dalam kajian Fiqih Siyasah, tujuan utama dibentuknya pemerintahan 

adalah mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Konsep ini dikenal 

dengan istilah maslahah mursalah, yaitu segala bentuk kebijakan yang dibuat 

oleh pemimpin untuk menghasilkan manfaat dan menghindarkan masyarakat 

dari kerusakan, meskipun kebijakan tersebut tidak dijelaskan secara rinci 

dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Konsep ini menjadi salah satu dasar penting 

dalam praktik pemerintahan Islam karena kehidupan masyarakat terus 

berkembang dan menghadapi berbagai persoalan yang memerlukan 

penyelesaian sesuai dengan kebutuhan zaman. 

Menurut Imam Al-Ghazali, kemaslahatan harus diarahkan pada 

terpeliharanya lima tujuan utama syariat (maqashid al-syari'ah), yaitu 

menjaga agama (hifzh al-din), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga akal 

(hifzh al-'aql), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan menjaga harta (hifzh al-

mal). Oleh karena itu, setiap kebijakan pemimpin yang mampu menciptakan 

keamanan, ketertiban, kesejahteraan, serta keharmonisan sosial dapat 

dikategorikan sebagai bentuk implementasi maslahah mursalah. 

Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. 

Punggur Kabupaten. Lampung Tengah menjalankan berbagai peran strategis 

dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Peran tersebut tidak 

hanya berupa pelaksanaan tugas administratif pemerintahan, tetapi juga 

mencakup pembinaan sosial kemasyarakatan, penyelesaian konflik, 

pemberdayaan masyarakat, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta 

pembangunan kerja sama dengan berbagai unsur masyarakat. 
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Hal tersebut terlihat dari pernyataan Kepala Kampung R1 Supiyono yang 

menyatakan: 

"Apa pun yang saya lakukan sebagai kepala kampung, tujuannya satu: 

kebaikan untuk semua warga. Tidak ada kebijakan yang saya buat untuk 

kepentingan sebagian orang saja." 
 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orientasi kepemimpinan yang 

diterapkan Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. 

Lampung Tengah berpusat pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. 

Dalam perspektif Fiqih Siyasah, orientasi tersebut sangat penting karena 

seorang pemimpin bukanlah penguasa yang bebas menggunakan kekuasaan 

sesuai kehendaknya, melainkan pelayan masyarakat yang berkewajiban 

menjaga kemaslahatan rakyat. 

Pandangan ini sejalan dengan kaidah Fiqih Siyasah yang berbunyi: 

عِيَّةِ مَنُ  مَامِ عَلىَ الرَّ فُ الِْْ ِ  وط  باِلْمَصْلحََةتصََرُّ   

Artinya: 

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada 

kemaslahatan." 

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa seluruh tindakan dan kebijakan 

pemimpin harus memiliki tujuan yang jelas untuk memberikan manfaat 

kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan kepala kampung tidak 

hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari sejauh 

mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa 

Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung 

Tengah aktif melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan kampung. 

Ketika terjadi perselisihan antarwarga, kepala kampung lebih mengedepankan 

mediasi dan musyawarah daripada penyelesaian yang bersifat represif. 

Pendekatan tersebut terbukti mampu mencegah konflik berkembang menjadi 

perpecahan yang lebih besar. Jika dianalisis dari perspektif maqashid al-

syari'ah, langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa 
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(hifzh al-nafs) dan perlindungan terhadap hubungan sosial masyarakat. 

Konflik yang tidak terselesaikan berpotensi menimbulkan permusuhan 

berkepanjangan yang dapat mengganggu keamanan kampung. Oleh karena 

itu, upaya mediasi yang dilakukan kepala kampung merupakan kebijakan 

yang sangat sesuai dengan tujuan syariat Islam. 

Selain itu, Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur 

Kabupaten. Lampung Tengah juga berupaya mendorong masyarakat untuk 

terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan kampung. Kegiatan 

gotong royong, kerja bakti, pengajian, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya 

terus didorong agar masyarakat memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Upaya 

tersebut secara tidak langsung berkontribusi terhadap terciptanya keamanan 

dan ketertiban lingkungan. 

Dalam teori pembangunan sosial, masyarakat yang memiliki tingkat interaksi 

sosial tinggi cenderung memiliki tingkat konflik yang lebih rendah 

dibandingkan masyarakat yang individualistik. Hal ini karena hubungan 

sosial yang kuat akan melahirkan rasa saling memiliki, saling menghormati, 

dan saling menjaga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut 

masih terpelihara dengan baik di Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur 

Kabupaten. Lampung Tengah. 

Apabila dikaji lebih lanjut, keberhasilan menjaga ketenteraman 

masyarakat melalui pendekatan sosial tersebut menunjukkan bahwa Kepala 

Kampung tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi 

juga menjalankan fungsi sosial sebagai pemimpin masyarakat. Dalam Fiqih 

Siyasah, fungsi tersebut dikenal sebagai ri'ayah al-ra'iyyah, yaitu tanggung 

jawab pemimpin untuk memelihara dan melindungi masyarakat yang 

dipimpinnya. Konsep ri'ayah al-ra'iyyah didasarkan pada hadis Rasulullah 

SAW yang menyatakan: 

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai 

pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." 

Hadis tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pemimpin tidak 

hanya terbatas pada pelaksanaan tugas formal, tetapi juga mencakup upaya 
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menjaga kesejahteraan dan keamanan masyarakat secara menyeluruh. Lebih 

lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kampung Srisawahan Kecamatan. 

Punggur Kabupaten. Lampung Tengah tidak terlepas dari kemampuan kepala 

kampung dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. 

Kepala kampung tidak menempatkan dirinya sebagai pihak yang harus selalu 

dilayani, melainkan sebagai pelayan masyarakat yang siap mendengar 

aspirasi dan keluhan warga. Pola kepemimpinan seperti ini memiliki 

kesesuaian dengan konsep kepemimpinan Islam yang menempatkan 

pemimpin sebagai pelayan rakyat (khadim al-ummah). Dalam konsep 

tersebut, seorang pemimpin dituntut untuk mendahulukan kepentingan 

masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. 

Dari sisi dampak sosial, kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan 

tersebut telah menghasilkan beberapa perubahan positif di Kampung 

Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah. Pertama, 

meningkatnya rasa aman di tengah masyarakat. Kedua, meningkatnya 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampung. Ketiga, berkurangnya 

potensi konflik sosial. Keempat, meningkatnya kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah kampung. Kelima, terciptanya hubungan yang harmonis 

antara pemerintah kampung dan masyarakat. 

Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat penting 

dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban. Ketika masyarakat percaya 

kepada pemimpinnya, mereka akan lebih mudah menerima kebijakan yang 

dibuat dan lebih bersedia bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan. 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Kepala 

Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah 

dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat telah mencerminkan 

prinsip maslahah mursalah dalam Fiqih Siyasah. Hal ini terlihat dari orientasi 

kebijakan yang selalu diarahkan pada kepentingan masyarakat, upaya 

penyelesaian konflik melalui mediasi, penguatan solidaritas sosial, 
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peningkatan partisipasi masyarakat, serta terciptanya kondisi kampung yang 

aman, tertib, dan harmonis. Dengan demikian, praktik kepemimpinan yang 

diterapkan Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. 

Lampung Tengah dapat dikategorikan sebagai implementasi nyata dari 

konsep kemaslahatan dalam pemerintahan Islam. 

  



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Kepala 

Kampung dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat 

Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur 

Kabupaten. Lampung Tengah Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung 

Tengah), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Peran Kepala Kampung dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban 

Masyarakat di Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. 

Lampung Tengah, telah menjalankan perannya secara aktif dalam 

membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui berbagai 

kebijakan dan program yang berorientasi pada terciptanya keamanan, 

keharmonisan, serta stabilitas sosial di lingkungan kampung. Peran 

tersebut diwujudkan melalui upaya penyelesaian konflik secara 

musyawarah, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, penegakan 

peraturan kampung, peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, 

penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta 

pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan yang mendukung 

terciptanya ketenteraman dan ketertiban. Secara substantif, peran tersebut 

tercermin dalam enam aspek pokok yang menjadi fokus pembinaan 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kampung Srisawahan. 

a) Pertama, perumusan kebijakan yang berorientasi pada keadilan. 

Pendekatan tersebut bertujuan untuk menghindari munculnya 

kecemburuan sosial, menjaga kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah kampung, serta memperkuat persatuan dan kerukunan 

antarwarga.  

b) Kedua, penerapan mekanisme musyawarah sebagai sarana utama 

dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan sosial, 

sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan 
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terbangunnya hubungan yang harmonis antara pemerintah 

kampung dan warga.  

c) Ketiga, pendistribusian tugas dan tanggung jawab berdasarkan 

kemampuan serta kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing 

individu, sehingga tercipta rasa keadilan dan kepercayaan yang 

berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 

berbagai kegiatan pemerintahan kampung 

d) Keempat, pelibatan tokoh agama dan sesepuh kampung sebagai 

mitra strategis dalam menjaga keharmonisan sosial, memberikan 

pembinaan moral kepada masyarakat, serta membantu 

penyelesaian permasalahan yang timbul.  

e) Kelima, terbangunnya koordinasi yang sinergis antara Kepala 

Kampung, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan yang 

intensif dan preventif. Keenam, penyelesaian konflik sosial 

melalui mekanisme mediasi dan musyawarah yang 

mengedepankan nilai kekeluargaan, perdamaian, dan persatuan, 

sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan 

perpecahan yang berkelanjutan. Melalui keenam upaya tersebut, 

Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. 

Lampung Tengah berhasil menciptakan kondisi masyarakat yang 

relatif aman, tertib, harmonis, dan kondusif. 

2. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Kepala Kampung dalam Membina 

Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat 

Ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah, peran Kepala Kampung 

Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah dalam 

membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat telah selaras dengan 

prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, khususnya konsep maslahah 

mursalah dan ri'ayah al-ra'iyyah. Hal ini tercermin dari orientasi 

kebijakan yang senantiasa diarahkan pada kepentingan dan kemaslahatan 

masyarakat, upaya menjaga keamanan dan keharmonisan sosial, 
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penyelesaian konflik melalui musyawarah, serta pemberdayaan 

masyarakat dalam kegiatan pemerintahan kampung. 

Kebijakan dan tindakan yang dilaksanakan oleh Kepala Kampung 

sejalan dengan kaidah Fiqih Siyasah: 

Tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah  

(Tindakan dan kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus 

didasarkan pada kemaslahatan). 

Selain itu, peran Kepala Kampung dalam menjaga ketertiban 

masyarakat juga mencerminkan implementasi tujuan maqashid al-syari'ah, 

khususnya dalam aspek pemeliharaan jiwa (hifzh al-nafs), pemeliharaan 

harta (hifzh al-mal), dan pemeliharaan stabilitas kehidupan sosial. Dengan 

demikian, kepemimpinan Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. 

Punggur Kabupaten. Lampung Tengah dapat dikategorikan sebagai 

implementasi nilai-nilai Fiqih Siyasah yang berorientasi pada 

kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan dan analisis penelitian, penulis merumuskan beberapa  

saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi berbagai  

pihak yang terkait. 

1. Bagi Pemerintah Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. 

Lampung Tengah, Pemerintah Kampung Srisawahan Kecamatan. 

Punggur Kabupaten. Lampung Tengah hendaknya terus mempertahankan 

dan meningkatkan pola kepemimpinan yang partisipatif melalui 

penguatan mekanisme musyawarah, pendekatan kekeluargaan, serta 

program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Di samping itu, 

diperlukan pula peningkatan program pembinaan kesadaran hukum dan 

sosial masyarakat agar partisipasi warga dalam menjaga ketenteraman 

dan ketertiban semakin meningkat secara kualitatif maupun kuantitatif. 

2. Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan, 

Tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan 

diharapkan senantiasa menjalin sinergi dan kerja sama yang konstruktif 
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dengan pemerintah kampung dalam memberikan pembinaan moral, 

sosial, dan keagamaan kepada masyarakat, guna terwujudnya lingkungan 

yang harmonis, kondusif, dan berakhlak mulia. 

3. Bagi Masyarakat Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. 

Lampung Tengah, Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

hukum, mempererat kerukunan antarwarga, serta berpartisipasi aktif 

dalam setiap kegiatan kampung. Perlu dipahami bahwa ketenteraman dan 

ketertiban masyarakat bukan semata-mata menjadi tanggung jawab 

pemerintah kampung, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif 

seluruh elemen masyarakat. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal 

lingkup kajian, yakni hanya terfokus pada peran Kepala Kampung dalam 

membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat ditinjau dari perspektif 

Fiqih Siyasah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

mengembangkan penelitian ke cakupan yang lebih luas, seperti 

pengkajian efektivitas kebijakan pemerintah kampung dalam pengelolaan 

keamanan masyarakat, peran lembaga kemasyarakatan desa, ataupun 

implementasi nilai-nilai Fiqih Siyasah dalam tata kelola pemerintahan 

desa secara lebih komprehensif dan mendalam. 
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